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RESUME  HASIL PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (PHL) 
PADA PBPH PT WIJAYA KENCANA INDONESIA 
UNTUK KEGIATAN PENILIKAN KE-1 (KESATU) 

 
1. IDENTITAS LEMBAGA PENILAI DAN VERIFIKASI INDEPENDEN (LPVI)  

a. Nama LPVI : PT TRUSTINDO PRIMA KARYA 

b. Alamat Kantor : Gedung Diklat APHI Maluku Utara Lt. 1 Jalan Kesuma Bangsa No. 
80 Samarinda.75121 

c. Email : trustindoprimakarya@gmail.com 

d. Website : www.trustindo.net  

e. Nomor Akreditasi KAN 
sebagai LPVI 

: LPVI-017-IDN  
Masa berlaku 27 September 2025  s.d 26 September 2030 

f. Penetapan sebagai LPVI 
Pelaksana Penilaian 
Kinerja PHL dan VLHH 

: SK Menteri Kehutanan No. 5855 TAHUN 2025  
Tanggal 8 September 2025 

g. Tim Audit : a) Ir. Suhardi, (Auditor PHL Prasyarat dan VLHH Hulu / Ketua 
Tim Audit) 

b) Amin Pujiyanto, S.Hut. (Auditor PHL Produksi) 
c) Bayu Satria Pramana, S.Hut. (Auditor PHL Ekologi) 
d) M. Irfan Khairullah, S.Hut. (Auditor PHL Sosial)  

h. Pengambil Keputusan : Ir Kurnia, IPU  
 
 

2. IDENTITAS AUDITI 

a. Nama Auditi : PT WIJAYA KENCANA INDONESIA 

b. Alamat Kantor : 1. Jalan Biawan No. 2C Kota Samarinda, Kalimantan Timur  
2. Desa Sosepe Kec. Obi Timur Kab. Halmahera Selatan 

Prov. Maluku Utara 

c. Email  : - 
d. Nomor SK PBPH : No : 21/1/IUPHHK-HA/PMDN/2016 Tanggal 18 Oktober 2016; 

Jo No. SK.918/Menlhk/Setjen/ HPL.0/10/2021 tanggal 13 
Oktober 2021 

e. Luas dan Lokasi Areal 
PBPH 

: ±38.695 Hektar di Kab. Halmahera Selatan Prov. Maluku Utara 

f. Nomor S-PHL : No. 063.SPHL.017  

 Masa Berlaku : 24 Juni 2024 sampai dengan 23 Juni 2030 

g. MR auditi untuk 
kegiatan audit 

: Rojerlee Sulistio 
Jabatan : Manager Camp 
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3. PELAKSANAAN KEGIATAN PENILAIAN 
 

No. Tahapan Kegiatan Audit 
Waktu 

Pelaksanaan Ringkasan Hasil Kegiatan  

1. Pertemuan koordinasi 
dengan :Direktorat PUPH 
sebelum penilaian lapangan 

4 November 
2025 

 Dilakukan secara online menggunakan aplikasi Zoom 
Meeting. 

 Terdapat informasi tentang auditi untuk dikonfirmasi ke 
UM dan di lapangannya. 

2. Pertemuan koordinasi 
dengan :instansi kehutanan di 
daerah sebelum penilaian 
lapangan 

6 November 
2025 

 Dilakukan secara online dan offine di kantor instansi 
masing-masing, yaitu dengan  
a) BPHL Wilayah XVI Ambon (online); dan 
b) Dinas Kehutanan Prov. Maluku Utara (offline) 
c) Hasil pelaksanaan koordinasi didokumentasikan 

menggunakan form F1-02.5a Rev.1 

3. Rapat konsultasi publik - - 

4. Pelaksanaan penilaian 
lapangan  

8 – 13 
November 
2025 

 Dilaksakan di kantor lapangan dan areal PBPH auditi. 
 Kegiatan dimulai dengan melaksanakan pertemuan 

pembukaan, untuk menyampaikan rencana teknis 
pelaksanaan audit dan tata tertibnya, dan diakhiri 
dengan pertemuan penutupan, untuk menyampaikan 
hasil audit dan kesimpulannya. 

 Pelaksanaan pertemuan pembukaan dibuatkan BAP 
menggunakan form F1-02.7 Rev.1, dan untuk 
pertemuan penutupan form F1-02.9 Rev.1 

 Pelaksanaan audit meliputi : 
a) Penilaian kinerja PHL menggunakan Standar 

Penilaian Kinerja PHL sesuai Lampiran 1.1 
SK.9895 oleh auditor prasyarat (Suhardi), 
produksi (Amin Pujiyanto), ekologi (Bayu Satria 
Pramana) dan sosial (M. Irfan Khairullah). 

b) Verifikasi legalitas hasil hutan menggunakan 
Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 2.1 
SK.9895 oleh auditor VLHH Hulu (Suhardi) 

 Hasil audit dari masing-masing auditor, dicatat 
menggunakan checklist sesuai form F1-02.8 Rev.1 

5. Pertemuan koordinasi 
dengan :instansi kehutanan di 
daerah setelah penilaian 
lapangan 

19 November 
2025 dan  
21 November 
2025 

 Dilakukan secara online dan offine di kantor instansi 
masing-masing, yaitu dengan  
a) BPHL Wilayah XVI Ambon online tanggal 19 

November 2025; dan 
b) Dinas Kehutanan Prov. Maluku Utara offline 

tanggal 21 November 2025 
untuk melaporkan hasil audit dan tindak lanjutnya atas 
informasi yang disampaikan pada koordinasi awal. 

 Hasil pelaksanaan koordinasi didokumentasikan 
menggunakan form F1-02.5b Rev.1 
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4. HASIL AUDIT : 

4.1  HASIL PENILAIAN KINERJA PHL : 

A. Aspek PRASYARAT 
 

1. Indikator 1.1 : Kepastian Kawasan Pemegang PBPH Hutan Produksi 

a. Verifier 1.1.1 : Ketersediaan dokumen legal SK PBPH dan Dokumen Administrasi Tata Batas sesuai tingkat 
realisasinya (Rencana Penataan Batas, Intruksi Kerja TBT, Buku laporan TBT, Peta TBT 
dan BATB). 

Bobot : 1 

NILAI : BAIK 

Uraian Singkat 
Justifikasi 

: PT Wijaya Kencana Indonesia memiliki dokumen Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan 
untuk pemanfaatan hutan tanaman dengan dokumen legal sesuai keputusan Menteri yang 
menangani masalah kehutanan sebagai berikut : 
1) Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia No : 

21/1/IUPHHK-HA/PMDN/2016 Tanggal 18 Oktober 2016 tentang Pemberian Izin Usaha 
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Kepada PT Wijaya Kencana 
Indonesia Atas Areal Hutan Produksi seluas ±38.695 (Tiga Puluh Delapan Ribu Enam 
Ratus Sembilan Puluh Lima) Hektar Di Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku 
Utara. Terdapat lampiran SK berupa ketentuan mengenai pemberian izin usaha 
pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam dan Peta Lampiran Skala 1 : 100.000 
legal dan sah. 

2) SK perubahan nomenklatur sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan No. SK.918/Menlhk/Setjen/ HPL.0/10/2021 tanggal 13 Oktober 2021, 
menjadi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan untuk kegiatan pemanfaatan hasil 
hutan kayu hutan alam. 

Sejak diterbitkannya izin IUPHHK-HA No. 21/1/IUPHHK-HA/PMDN/2016 Tanggal 18 
Oktober 2016, PT Wijaya Kencana Indonesia belum merealisasikan penataan batasnya di 
lapangan dan baru menyusun dokumen administrasi tata batas sebagai berikut : 

a) Dokumen Rencana Penataan Batas (Pedoman TBT) No. 132/KUH/PBPH/2023 tanggal 
27 Juli 2023 yang telah disahkan dan ditandatangani oleh Plh. Direktur Pengukuhan 
dan Penatagunaan Kawasan Hutan atas nama Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata 
Lingkungan Herban Heryandana, S.Hut. M.Sc. NIP 19730523 199803 1 002, dengan 
trayek sepanjang 211.989 meter. 

b) Notulen hasil rapat pembahasan instruksi kerja tata batas tanggal 26 Maret 2024 yang 
membahas penyusunan instruksi kerja tata batas PT Wijaya Kencana Indonesia 
sepanjang 211.291,39 m dengan luas 38.685 Ha. 

c) Dokumen Instruksi Kerja Tata Batas No. INS.22/BPKHTL VI/PPKH/PLA.0.2/3/2024 
tanggal 26 Maret 2024 sepanjang ±211.291,39 meter. Dokumen Instruksi Kerja 
ditandatangani oleh Kepala BPHKTL Wilayah VI Manado Victor W. Rante Lembang, 
S.Hut., M. Si. NIP 19750419 200112 1 002. 

b. Verifier 1.1.2 : Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB) serta pemeliharaannya 

Bobot : 2 

NILAI : BURUK 

Uraian Singkat 
Justifikasi 

: Sampai dengan pelaksanaan audit penilikan ke-1 (kesatu), PT WKI belum melakukan 
pemancangan batas di lapangan dan masih dalam tahapan persiapan berupa pembuatan 
patok batas dan persiapan logistik, sehingga realisasi pemancangan batas di lapangan 
masih belum ada (0%). 
PT WKI telah melakukan upaya untuk melakukan pemancangan batas arealnya sebagai 
berikut : 
1) Menyusun dokumen Rencana Penataan Batas No. 132/KUH/PBPH/2023 tanggal 27 

Juli 2023. 
2) Mendapatkan Instruksi Kerja Tata Batas No. INS.22/BPKHTL VI/PPKH/PLA.0.2/3/2024 

tanggal 26 Maret 2024 sepanjang ±211.291,39 meter. 
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3) Penunjukkan Konsultan TBT No. 03/WKI/KP/V/2025 tanggal 9 Mei 2025 yang 
menunjuk PT Talen Sejahtera Abadi selaku konsultan pelaksana pengukuran dan 
pemancangan batas; dan Kontrak/ Perjanjian Kerja No. 002/WKI-TSA/IV/2025. 

4) Surat Direktur PT WKI No. 05/WKI/KP/V/2025 kepada Kepala Balai BPKH Wilayah VI 
Manado perihal pelaksanaan penataan batas areal izin PBPH PT WKI. 

5) Surat Direktur PT WKI kepada Kepala Balai BPKH Wilayah VI Manado  No. 
21/WKI/KP/X/2025 tanggal 14 Oktober 2025 perihal penyampaian progres pemenuhan 
kewajiban penataan batas areal PBPH PT WKI dengan progres sebagai berikut : 
a) PT WKI telah melakukan tahapan persiapan berupa pembuatan 700 (tujuh ratus) 

pal batas beton sesuai Instruksi Kerja. 
b) PT WKI telah melakukan koordinasi dengan 12 Desa yang berbatasan langsung 

dengan wilayah batas PBPH untuk memastikan kelancaran proses penataan batas 
dan menjalin komunikasi yang baik dengan seluruh pihak terkait. 

c) Pelaksanaan lapangan belum dilakukan mengingat cuaca pada bulan Agustus – 
September diPulau Obi dan sekitarnya didominasi oleh curah hujan intensitas 
sedang-tinggi disertai gelombang laut tinggi sehingga pelaksanaan kegiatan 
mengalami hambatan 

Hasil observasi lapangan menunjukkan adanya kegiatan persiapan berupa penyiapan 
logistik dan pembuatan patok batas sejumlah 700 (tujuh ratus) pal batas yang siap untuk 
didistribusikan ke lapangan. 
 

c. Verifier 1.1.3 : Penggunaan areal izin atau areal kerja tanpa melalui skema perizinan KLHK (Not Aplicable 
(NA) apabila tidak terdapat penggunaan) 

Bobot : 1 

NILAI : Not Applicable (N/A) 

Uraian Singkat 
Justifikasi 

: Pada areal PBPH PT Wijaya Kencana Indonesia diverifikasi tidak dijumpai adanya 
penggunaan areal izin atau areal kerja tanpa melalui skema perizinan Kementerian 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kementerian Kehutanan)  
 

d. Verifier 1.1.4 : Penguasaan Areal kerja oleh PBPH Di Hutan Produksi 

Bobot : 2 

NILAI : BAIK 

Uraian Singkat 
Justifikasi 
 

: Penguasaan lahan oleh pihak lain diidentifikasi berupa klaim untuk kegiatan penanaman 
tanaman perkebunan berupa cengkeh dan pala oleh sebagian masyarakat Desa Sosepe 
dan Desa Kelo. 

Hasil identifikasi sementara tahun 2024 dan dipetakan dalam peta identifikasi kebun dalam 
areal diketahui bahwa luas areal yang dikuasai oleh masyarakat pada PT Wijaya Kencana 
Indonesia adalah sebesar 1.247 Ha  terdiri dari : 

1. Kebun Masyarakat Desa Sosepe Km 8 seluas 23 Ha 

2. Kebun Masyarakat Desa Sosepe Km 6 seluas 180 Ha 

3. Kebun Masyarakat Desa Kelo seluas 1.044 Ha. 

Hasil observasi lapangan menjumpai adanya lokasi penguasaan lahan oleh masyarakat 
sebagai berikut : 

1) Lahan ditanami cengkeh di dalam areal pada koordinat S 010 30’ 20,0” E 1270 56’ 26,0”  

2) Lahan ditanami Pala di dalam areal pada koordinat S 010 30’ 21,0” E 1270 56’ 25,0” 

3) Lahan ditanami kelapa di dalam areal pada koordinat S 010 30’ 20,0” E 1270 56’ 27,0”  

Dengan demikian areal kerja PBPH PT WKI seluruhnya seluas ±38.695 Ha dan terdapat 
penguasaan oleh pihak lain sebesar 1.247 Ha berupa perkebunan cengkeh dan pala oleh 
masyarakat, sehingga total penguasaan lahan oleh PBPH PT WKI sebesar ±38.695 Ha – 
1.247 Ha = 37.448 Ha atau sebesar 96,78% 
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Nilai Kinerja Indikator 
1.1 

: 11/15x100% = 73,33%  = SEDANG 

2. Indikator 1.2 : Komitmen Pemegang PBPH Hutan Produksi 

a. Verifier 1.2.1 : Keberadaan dokumen dan pelaksanaan sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan yang 
sesuai dengan PHL 

Bobot : 1 

NILAI : BAIK 

Uraian Singkat 
Justifikasi 

: Direktur Utama PT Wijaya Kencana Indonesia telah menetapkan visi dan misi sesuai 
dengan keputusan Direksi No. SK.10/WKI/SMD/VII/2024 tanggal 22 Juli 2024.  
Dengan memperhatikan prinsip pengelolaan hutan lestari dimana pengelolaan hutan 
dilakukan dalam rangka menjamin kelestarian produksi, kelestarian ekologi dan kelestarian 
sosial berdasarkan peraturan yang berlaku maka dapat disimpulkan bahwa Visi dan Misi PT 
Wijaya Kencana Indonesia telah sesuai dengan kerangka PHL, yaitu mencakup aspek 
produksi, aspek ekologi, dan aspek sosial. 
Visi dan misi PT Wijaya Kencana Indonesia telah disosialisasikan kepada karyawan, mitra 
kerja dan masyarakat sekitar dengan bukti dokumen berita acara sosialisasinya. 
a) BAP Sosialisasi Visi dan Misi kepada karyawan PT WKI pada hari Jumat tanggal 31 

Januari  2025 bertempat di Basecamp Soseppe PT WKI  
b) BAP Kegiatan Sosialisasi Visi dan Misi yang dilakukan kepada masyarakat dan tokoh 

masyarakat di Desa Kelo Kec. Obi Timur pada tanggal 4 Maret 2024 di Kantor Desa 
Kelo Kec. Obi Timur dan dihadiri oleh Kepala Desa, Ketua BPD, Tokoh Adat, LPM, 
Tokoh Agama dan tokoh masyarakat dengan daftar hadir sebanyak 12 orang. 

c) BAP Kegiatan Sosialisasi Visi dan Misi yang dilakukan kepada masyarakat dan tokoh 
masyarakat di Desa Sosepe Kec. Obi Timur pada tanggal 5 Maret 2024 di Kantor Desa 
Sosepe Kec. Obi Timur dan dihadiri oleh Kepala Desa, Ketua BPD, Imam Mesjid, 
perangkat desa dan tokoh masyarakat dengan daftar hadir sebanyak 15 orang. 

d) BAP Kegiatan Sosialisasi Visi dan Misi yang dilakukan kepada masyarakat dan tokoh 
masyarakat di Desa Sosepe Kec. Obi Timur pada tanggal 30 Januari 2025 di Kantor 
Desa Sosepe Kec. Obi Timur dan dihadiri oleh Kepala Desa, Ketua BPD, Imam Mesjid, 
perangkat desa dan tokoh masyarakat dengan daftar hadir sebanyak 20 orang. 

e) BAP Kegiatan Sosialisasi Visi dan Misi yang dilakukan kepada masyarakat dan tokoh 
masyarakat di Desa Kelo Kec. Obi Timur pada tanggal 20 Januari 2025 di Kantor Desa 
Sosepe Kec. Obi Timur dan dihadiri oleh Kepala Desa, Ketua BPD, Imam Mesjid, 
perangkat desa dan tokoh masyarakat dengan daftar hadir sebanyak 20 orang. 

f) BAP Kegiatan Sosialisasi Visi dan Misi yang dilakukan kepada masyarakat dan tokoh 
masyarakat di Desa Sum Kec. Obi Timur pada tanggal 20 Januari 2025 di Kantor Desa 
Sum Kec. Obi Timur dan dihadiri oleh Kepala Desa, Ketua BPD, perangkat desa dan 
masyarakat serta tokoh masyarakat dengan daftar hadir sebanyak 18 orang. 

g) BAP Kegiatan Sosialisasi Visi dan Misi yang dilakukan kepada masyarakat dan tokoh 
masyarakat di Desa Wooi Kec. Obi Timur pada tanggal 27 Januari 2025 di Kantor Desa 
Wooi Kec. Obi Timur dan dihadiri oleh Kepala Desa, Ketua BPD, perangkat desa dan 
masyarakat serta tokoh masyarakat dengan daftar hadir sebanyak 13 orang  

b. Verifier 1.2.2 : Implementasi visi, misi dan tujuan perusahaan 

Bobot : 2 

NILAI : SEDANG 

Uraian Singkat 
Justifikasi 

: Hasil verifikasi dan penilaian di lapangan, pencapaian misi pemanfaatan hutan yang sesuai 
dengan prinsip pengelolaan hutan lestari adalah sebagai berikut : 

1. Misi meningkatkan dan mengembangkan unit usaha di bidang kehutanan secara 
optimal yang berbasis pada kelestarian sumber daya hutan dan lingkungan telah 
diimplementasikan dengan penyusunan dokumen rencana jangka panjang (RKUPH) 
multi usaha dengan memanfaatkan kayu sesuai riap dan pengaturan tebangan yang 
berbasis kelestarian, pemanfaatan jasa lingkungan dan pemanfaatan HHBK walaupun 
implementasi MUK belum dituangkan dalam dokumen RKTPH. Nilsi implementasi misi 
1 (0,7x20% = 14%)  
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2. Misi mengelola unit usaha kehutanan (PBPH-HA) secara profesional guna 
mengingkatkan efisiensi dan pendapatan telah diimplementasikan dalam bentuk 
merealisasikan produksi kayu setiap tahunnya, melengkapi struktur organisasi dan 
personil tenaga kerja profesional kehutanan dan GANISPH, menyusun SOP tahapan 
silvikultur dan mengimplementasikannya walaupun belum seluruhnya. Nilai 
implementasi misi 2 (0,7x20% = 14%) 

3. Misi melaksanakan kegiatan pengusahaan hutan berdasarkan kaidah-kaidah 
pengelolaan hutan produksi lestari (PHPL) sehingga mendapatkan sertifikat PHPL telah 
diimplementasikan dengan pemenuhan pada aspek pengelolaan hutan lestari dan 
sertifikasi PHL dengan Predikat Sedang. Nilai implementasi misi 3 (0,8x20% = 16%) 

4. Misi meningkatkan kesejahteraan karyawan dan masyarakat sekitar hutan secara 
proporsional telah diimplementasikan dengan pemberian kesejahteraan berupa 
penggajian dan pemberian fasilitas sesuai peraturan dan ketentuan normatif serta 
kegiatan kelola sosial termasuk pemberian bantuan CSR kepada masyarakat 
sebagaimana informasi yang telah disampaikan oleh masyarakat terdampak pada saat 
konsultasi publik. Nilai implementasi misi 4 (0,8x20% = 16%). 

5. Misi berperan serta dalam meningkatkan pembangunan perekonomian daerah dan 
nasional telah diimplementasikan dengan produksi kayu dan pembayaran PNBP serta 
pemenuhan kewajiban kelola sosial. Nilai implementasi misi 5 (0,7x20% = 14%) 

Dengan demikian implementasi pengelolaan hutan lestari yang dilakukan oleh PT Wijaya 
Kencana Indonesia telah dijalankan mengarah kepada visi dan misi walaupun belum 
sepenuhnya diimplementasikan sesuai dengan visi dan misi.  Manajemen PT Wijaya 
Kencana Indonesia telah mengimplementasikan kegiatan pengelolan hutan lestari mengarah 
kepada visi dan misi dengan penerapan/ implementasi secara keseluruhan sebesar 
(14%+14%+16%+16%+14% = 74%) 

Nilai Kinerja Indikator 
1.2 

: 7/9x100% = 77,78%  = SEDANG 

3. Indikator 1.3 : Organisasi pengelolaan hutan yang mempekerja kan tenaga profesional bidang 
kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan 
untuk mendukung kegiatan pengelolaan hutan lestari 

a. Verifier 1.3.1 : Ketersediaan organisasi pengelolaan hutan yang menjamin terselenggaranya pengelolaan 
hutan yang lestari 

Bobot : 2 

NILAI : BAIK 

Uraian Singkat 
Justifikasi 

: PBPH PT Wijaya Kencana Indonesia telah memiliki struktur organisasi (SO) untuk 
pengelolaan hutan lestari yang ditetapkan oleh Direktur dengan keputusan No. 
SK.10/WKI/XI/2023 tanggal 08 November 2023 dan pembaruannya pada tahun 2025 sesuai 
keputusan No. SK.10/WKI/SMD/VI/2025 tanggal 30 Juni 2025 tentang perubahan penetapan 
struktur organisasi, uraian tugas & tanggung jawab PT WKI. Terdapat lampiran SK berupa 
Job Description pada masing-masing jabatan dan Bagan Struktur Organisasi. 
Secara umum struktur organisasi PT Wijaya Kencana Indonesia dinilai telah disahkan dan 
menunjang untuk merealisasikan visi dan misi terkait pengelolaan hutan lestari. 

b. Verifier 1.3.2 : Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga teknis 
menengah kehutanan dan tenaga teknis lain) di lapangan pada setiap bidang kegiatan 
pengelolaan hutan sesuai ketentuan 

Bobot : 2 

NILAI : BURUK 

Uraian Singkat 
Justifikasi 

: Keberadaan tenaga profesional kehutanan di PBPH PT Wijaya Kencana Indonesia sampai 
dengan saat audit sebagai berikut : 
1) Sarjana Kehutanan : 

- Total dimiliki saat ini 3 (tiga) orang. 
- Bertugas di lapangan sejumlah 3 (tiga) orang dengan penempatan tersebar di 

bagian operasional lapangan seperti Perencanaan Hutan, dan Produksi. 
2) Tenaga Menengah Kehutanan (Diploma dan SKMA) : 
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- Total dimiliki saat ini tidak ada. 
- Bertugas di lapangan tidak ada 

3) Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan (GANISPH) saat audit : 

No. 
Kompetensi 
GANISPH 

JUMLAH 

RKUPH RKT 2025 
Analisis 

Beban Kerja 
Realisasi 

1. Kurpet 1 1 1 - 

2. Canhut 2 1 2 2 

3. Binhut 2 1 2 1 

4. Nenhut 2 1 2 - 

5. PKB 2 3 4 3 

 Jumlah 9 7 11 6 

4) Rekaman (data) kompetensi GANISPH sesuai penugasan yang diberikan, untuk 
GANISPH tersedia.  

c. Verifier 1.3.3 : Peningkatan kompetensi SDM 

Bobot : 2 

NILAI : BAIK 

Uraian Singkat 
Justifikasi 

: Upaya pemeliharaan dan peningkatan kompetensi Tenaga Teknis Kehutanan, termasuk 
untuk GANISPH dilakukan oleh PBPH PT Wijaya Kencana Indonesia dengan pelaksanaan 
pelatihan-pelatihan secara periodik per tahun sebagai berikut : 
1) Pada tahun 2024 PT WKI merealisasikan peningkatan kompetensi sebanyak 10 orang 

dari 10 orang yang direncanakan atau sebesar 100% berupa pelatihan/ Bimtek 
GANISPH dan Penilaian Kinerja GANISPH yang seluruhnya terealisasi. 

2) Pada tahun 2025 PT WKI merealisasikan peningkatan kompetensi sebanyak 11 orang 
dari 10 orang yang direncanakan atau sebesar 110% berupa pelatihan/ Bimtek 
GANISPH dan Penilaian Kinerja GANISPH dan sosialisasi yang seluruhnya terealisasi. 

Realisasi peningkatan kompetensi tenaga profesional bidang kehutanan (Sarjana 
Kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga teknis lain) dan bidang lainnya 
di PT Wijaya Kencana Indonesia pada tahun 2024-2025 rata-rata sebesar 105% 
(atau >70%) dari rencana yang tercantum dalam dokumen perencanaan. 

d. Verifier 1.3.4 : Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana 
kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga lain) 

Bobot : 1 

NILAI : BAIK 

Uraian Singkat 
Justifikasi 

: Tenaga profesional kehutanan sesuai dimaksud verifier 1.3.2, seluruhnya merupakan tenaga 
tetap PBPH PT Wijaya Kencana Indonesia dan diverifikasi : 
1. Ijazah dan sertifikat pelatihan diverifikasi tersedia keseluruhan. 
2. Kartu GANISPH diverifikasi telah lengkap sesuai data pada sistem SIGANISHUT. 
3. SK Persetujuan penugasan GANISPH diverifikasi lengkap, telah mendapatkan SK 

Persetujuan Penugasan dari BPHL Wilayah XVI Ambon 
4. SK Penempatan GANISPH diverifikasi tersedia lengkap 
5. Sertifikat Kompetensi GANISPH PT Wijaya Kencana Indonesia diverifikasi lengkap. 
6. Terdapat Penempatan Personil pada Struktur Organisasi 
7. Terdapat pengangkatan sebagai karyawan yang bertugas di PT Wijaya Kencana 

Indonesia. 
8. Pemenuhan terhadap ketentuan normatif ketenagakerjaan seperti penerapan gaji, 

BPJS, fasilitas camp dan kesejahteraan karyawan, jenjang karir serta pengaturan hak 
dan kewajiban dalam peraturan perusahaan 

Nilai Kinerja Indikator 
1.3 

: 17/21x100% = 80,95%  = BAIK 

4. Indikator 1.4 : Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan 
Periodik,Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai 
Kemajuan Pencapaian (Kegiatan)/P emegang PBPH Hutan Produksi 
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a. Verifier 1.4.1 : Keberadaan perangkat sistem informasi manajemen 

Bobot : 2 

NILAI : BAIK 

Uraian Singkat 
Justifikasi 

: PBPH PT Wijaya Kencana Indonesia telah membangun dan memilki sistem informasi 
berbasis teknologi digital untuk pengelolaan informasi manajemen, dan telah beroperasional 
secara efektif, meliputi : 
1) Ketersediaan aplikasi atau program terkait administrasi dan operasional dengan sistem 

informasi berbasis IT menggunakan aplikasi yang biasa digunakan seperti email, 
program pengilahan data dan laporan serta aplikasi pelaporan dari kementarian 
kehutanan. 

2) Ketersediaan perangkat Sistem Informasi seperti peralatan komputer, laptop, Modem, 
dan radio komunikasi untuk komunikasi dan pengiriman informasi, data, pengolahan 
data, penyusunan dan pembuatan laporan baik internal maupun pelaporan eksternal. 

3) Keberadaan jaringan internet di basecamp PT WKI menggunakan internet starlink, 
untuk kepentingan komunikasi, pengiriman data dan informasi serta laporan 

4) Keberadaan Operator pada masing-masing peralatan komunikasi yang bertugas untuk 
menerima dan mengirimkan dan mengolah data dan informasi dan menyajikannya 
menjadi laporan yang siap digunakan. 

5) Penggunaan aplikasi sistem komunikasi dan grup komunikasi yang dijadikan sarana 
untuk berbagi data dan informasi lainnya.  

Hasil observasi dan wawancara dengan operator SIM diketahui bahwa di Basecamp PT 
Wijaya Kencana Indonesia  dan Mess serta pada masing-masing bagian terdapat peralatan 
SIM dan tenaga atau personil yang mengopersionalkan peralatan SIM tersebut.  

b. Verifier 1.4.2 : Keberadaan SPI/internal auditor dan efektifitasnya 

Bobot : 1 

NILAI : SEDANG 

Uraian Singkat 
Justifikasi 

: Jabatan SPI pada PT Wijaya Kencana Indonesia telah ditunjuk dan ditetapkan sesuai 
dengan  Keputusan Direktur No. 05.A/WKI/II/2024 tanggal 12 Februari 2024 dengan 
menunjuk petugas pelaksana SPI sbb :  
a) Oe Meta Devi Oetari (Ketua) 
b) Hendy Milasjoyo (Anggota) 
Berdasarkan hasil verifikasi dokumen laporan SPI diketahui bahwa SPI PT Wijaya Kencana 
Indonesia telah melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi selama periode audit dan dinilai 
masih belum efektif menjangkau pada seluruh tahapan kegiatan pengelolaan hutan lestari 
dan baru pada bagian bidang TPTI dan tidak terdapat monitoring dan evaluasi pada tahapan 
lainnya. 
Dengan demikian kegiatan SPI PT Wijaya Kencana Indonesia dinilai belum berjalan dengan 
efektiif melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi untuk mengontrol jalannya kegiatan 
organisasi sesuai dengan standar dan kebijakan yang diterapkan.   

c. Verifier 1.4.3 : Terlaksananya tindakan koreksi dan pencegahan berbasis hasil monitoring dan evaluasi. 

Bobot : 2 

NILAI : BAIK 

Uraian Singkat 
Justifikasi 

: Hasil analisis terhadap laporan SPI PT Wijaya Kencana Indonesia yaitu pada pemeriksaan 
selama periode audit dinilai belum sepenuhnya lengkap menjangkau pada seluruh tahapan 
pengelolaan hutan lestari dan terdapat temuan ketidaksesuaian pada masing-masing bagian 
yang diperiksa. 
Hasil temuan SPI pada periode audit dinilai telah ditindaklanjuti seluruhnya dengan 
menyertakan bukti tindakan perbaikan berupa foto dokumentasi di lapangan pada setiap 
temuan ketidaksesuaian dan temuan ketidaksesuaian telah dinyatakan closed 

d. Verifier 1.4.4 : Keberadaan tenaga pelaksana untuk mengoperasikan SIM milik kementerian LHK dan 
instansi lainnya serta kepatuhan pengisiannya 

Bobot : 2 

NILAI : SEDANG 
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Uraian Singkat 
Justifikasi 

: PT Wijaya Kencana Indonesia telah menunjuk personel sebagai operator atau tenaga 
pelaksana sistem informasi milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
(Kementerian Kehutanan) meliputi : 

1) Operator Sipashut, Prihatini Hayati Saleh, S.Hut sesuai SK No. 11/KPTS-WKI/XI/2021 
tgl 30/11/2021/ 

2) Operator SIPUHH, Joko Supriyono sesuai SK No. SK.07/WKI/II/2024 tgl 26/02/2024 
dan No. SK.08/WKI/III/2025 tgl 10/03/2025. 

3) Operator SIPNBP, Rojer Lee Sulistio sesuai SK No. 14/KPTS-WKI/II/2022 tgl 
14/02/2022 

4) Operator SIGANISHUT, Prihatini Hayati Saleh, S.Hut sesuai SK No. 
09/WKI/TER/IX/2023 tgl 07/09/2023 

5) Operator SIPONGI, , Prihatini Hayati Saleh, S.Hut sesuai SK No. SK.08/WKI/II/2024 
tgl 10/01/2023; dan Sarif Nasir sesuai SK No. SK.09/WKI/IV/2025 tgl 07/04/2025. 

6) Operator SIPATOK, Ardy Oetomo sesuai SK No. SK.11/WKI/VII/2025 tgl 01/07/2025 
Hasil pengecekan operasional pelaporan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
(Kementerian Kehutanan) sebagai berikut : 

a. Terhadap pelaporan SIPASHUT, PT Wijaya Kencana Indonesia telah menjalankan 
penyusunan RKTPH tahun 2024,  dan tahun 2025 melalui sipashut dan pelaporan 
bulanan SIPASHUT tahun 2025 dinilai sepenuhnya patuh, dilaporkan tepat waktu 
setiap bulannya. Namun untuk laporan bulanan tahun 2024 masih belum sepenuhnya 
dilakukan secara tertib tepat waktu setiap bulannya. Sedangkan kelengkapan isi 
laporan dinilai masih belum lengkap dan belum sepenuhnya melaporkan kegiatan 
realisasi di lapangan seperti pelaporan keuangan, kemitraan, tata batas dan 
sebagainya.  

b. Terhadap pelaporan SIPUHH dan SIPNBP diverifikasi bahwa PT Wijaya Kencana 
Indonesia telah memiliki akses SIPUHH dan dapat menjalankan penatausahaan hasil 
hutan kayu melalui SIPUHH dengan baik dan patuh. PT Wijaya Kencana Indonesia 
pada saat audit diverifikasi tidak memiliki tunggakan pembayaran PNBP atas PSDH 
dan DR dari produksi kayunya. 

c. Terhadap  pelaporan SIGANISHUT diverifikasi bahwa seluruh GANISPH PT Wijaya 
Kencana Indonesia telah melakukan administrasi melalui SIGANISHUT, terdapat 
dokumen administrasi penunjang kelengkapan legalitas GANISPH seperti ijazah 
pelatihan, kartu ganis, sertifikat kompetensi, SK Penugasan, dan SK Penempatannya. 

d. Terhadap pelaporan SIPONGI diverifikasi terdapat pelaporan selama tahun 2024 dan 
2025, sesuai dengan ketentuan. 

e. Terhadap pelaporan SIMPEL diverifikasi sudah memiliki akun, namun belum aktif 
digunakan untuk pelaporan kelola lingkungan termasuk pelaksanaan RKL RPL dan 
pengelolaan Limbah B3. 

f. Terhadap laporan SIPATOK diverifikasi telah aktif melakukan pengisian penjualan dan 
invoice harga kayu pada penjualan sesuai SKSHHK-KB yang diterbitkan. 

Nilai Kinerja Indikator 
1.4 

: 18/21x100% = 85,71%  = BAIK 

5. Indikator 1.5 : Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA) 

a. Verifier 1.5.1 : Persetujuan rencana usaha pemanfaatan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, 
pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya. 

Bobot : 2 

NILAI : BAIK 

Uraian Singkat 
Justifikasi 

: Selama periode audit, PBPH PT Wijaya Kencana Indonesia telah menyusun dan 
menetapkan RKT, masing-masing untuk tahun 2024 dan 2025 
Kegiatan operasional RKT telah dilakukan pemberian informasi yang memadai kepada 
masyarakat desa terdampak operasional melalui pelaksanaan sosialisasi kepada 
masyarakat desa terdampak sebagai berikut : 
Sosialisasi RKT dan PADIATAPA tahun 2024 
1. BAP Kegiatan Sosialisasi pelaksanaan RKT 2024 yang dilakukan kepada masyarakat 

dan tokoh masyarakat di Desa Kelo Kec. Obi Timur pada tanggal 4 Maret 2024 di 
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Kantor Desa Kelo Kec. Obi Timur dan dihadiri oleh Kepala Desa, Ketua BPD, Tokoh 
Adat, LPM, Tokoh Agama dan masyarakat serta tokoh masyarakat dengan daftar hadir 
sebanyak 12 orang. 

2. BAP Kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan RKT 2024 yang dilakukan kepada masyarakat 
dan tokoh masyarakat di Desa Sosepe Kec. Obi Timur pada tanggal 5 Maret 2024 di 
Kantor Desa Sosepe Kec. Obi Timur dan dihadiri oleh Kepala Desa, Ketua BPD, Imam 
Mesjid, perangkat desa dan masyarakat serta tokoh masyarakat dengan daftar hadir 
sebanyak 15 orang. 

Sosialisasi RKT dan PADIATAPA tahun 2025 
1. BAP Kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan RKT 2025 yang dilakukan kepada masyarakat 

dan tokoh masyarakat di Desa Sosepe Kec. Obi Timur pada tanggal 30 Januari 2025 di 
Kantor Desa Sosepe Kec. Obi Timur dan dihadiri oleh Kepala Desa, Ketua BPD, Imam 
Mesjid, perangkat desa dan masyarakat serta tokoh masyarakat dengan daftar hadir 
sebanyak 20 orang. 

2. BAP Kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan RKT 2025 yang dilakukan kepada masyarakat 
dan tokoh masyarakat di Desa Kelo Kec. Obi Timur pada tanggal 20 Januari 2025 di 
Kantor Desa Sosepe Kec. Obi Timur dan dihadiri oleh Kepala Desa, Ketua BPD, Imam 
Mesjid, perangkat desa dan masyarakat serta tokoh masyarakat dengan daftar hadir 
sebanyak 20 orang. 

3. BAP Kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan RKT 2025 yang dilakukan kepada masyarakat 
dan tokoh masyarakat di Desa Sum Kec. Obi Timur pada tanggal 20 Januari 2025 di 
Kantor Desa Sum Kec. Obi Timur dan dihadiri oleh Kepala Desa, Ketua BPD, perangkat 
desa dan masyarakat serta tokoh masyarakat dengan daftar hadir sebanyak 18 orang. 

4. BAP Kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan RKT 2025 yang dilakukan kepada masyarakat 
dan tokoh masyarakat di Desa Wooi Kec. Obi Timur pada tanggal 27 Januari 2025 di 
Kantor Desa Wooi Kec. Obi Timur dan dihadiri oleh Kepala Desa, Ketua BPD, 
perangkat desa dan masyarakat serta tokoh masyarakat dengan daftar hadir sebanyak 
13 orang. 

b. Verifier 1.5.2 : Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung pada RKT berjalan. 

Bobot : 1 

NILAI : BAIK 

Uraian Singkat 
Justifikasi 

: Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung dari masyarakat diperoleh dalam 
bentuk terlaksananya kegiatan sosialisasi keberadaan kawasan lindung di areal PT Wijaya 
Kencana Indonesia kepada masyarakat. Pelaksanaan sosialisasi RKT menjelaskan juga 
materi tentang keberadaan kawasan dilindungi dan tidak ditebang pada areal RKT PT 
Wijaya Kencana Indonesia. Di samping itu kegiatan pemberian informasi tentang kawasan 
lindung juga dilakukan pada saat melakukan sosialisasi visi misi perusahaan. 
Di dalam areal produksi RKTPH tahun 2024 dan tahun 2025 diverifikasi tidak terdapat lokasi 
yang ditandai sebagai areal yang tidak ditebang, yang ada hanyalah lokasi kawasan lindung 
berupa sempadan sungai, KPSL, dan areal KL. Lokasi tersebut telah ditandai di lapangan 
dan telah disosialisasikan kepada masyarakat bersamaan dengan sosialisasi RKT yang 
telah dilakukan sebagaimana verifier 1.5.1. di atas 

Nilai Kinerja Indikator 
1.5 

: 9/9x100% = 100,00%  = BAIK 

 
 

B. Aspek PRODUKSI 
 

1. Indikator 2.1 : Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari 

a. Verifier 2.1.1 : Kelengkapan dokumen rencana jangka panjang yang telah disetujui oleh pejabat yang 
berwenang. 

Bobot : 1 

NILAI : BAIK 
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Uraian Singkat 
Justifikasi 

: Pada periode Penilikan ke-1 PT Wijaya Kencana indonesia memiliki dokumen Perubahan  
Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan  Hutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan 
Periode  Tahun 2017  – 2026 yang telah disahkan  berdasarkan Keputusan  Menteri 
Lingkungan Hidup  dan Kehutanan  No. 30 Tahun 2024 tanggal  9 Januari 2024. Dokumen 
disahkan di Jakarta oleh a.n Menteri Lingkungan Hidup  dan Kehutanan,  Plt. Direktur 
Jenderal  Pengelolaan  Hutan Lestari,  Agus Justianto NIP 19630807 198803  1 001. 
Dokumen dilengkapi dengan lampiran  peta kerja skala 1 : 50.000 
Berdasarkan  RKUPH Perubahan  tersebut,  diketahui  bahwa : 
a.  Multi  usaha yang dikembangkan yaitu usaha pemanfaatan hasil hutan kayu 

tumbuh alami, usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dan usaha 
pemanfaatan jasa lingkungan berupa  penyimpanan & penyerapan  karbon, 
pemulihan lingkungan dan perlindungan & pengamanan keanekaragaman hayati 

b.    Sistem  Silvikultur yang digunakan  adalah Tebang Pilih Tanam Indonesia  (TPTI) 

b. Verifier 2.1.2 : Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang  

Bobot : 2 

NILAI : SEDANG 

Uraian Singkat 
Justifikasi 

: Berdasarkan dokumen RKTPH Tahun 2024 dan Tahun 2025 serta dokumen Perubahan RKUPH 
Periode Tahun 2017  – 2026 diketahui bahwa kesesuaian implementasi penataan areal kerja di 
lapangan dengan dokumen RKUPH sebagai berikut. 

Tahun 

RKUPH RKTPH Kesesuaian 

Luas Posisi Luas  (Ha) Posisi Luas 
(%) Posisi 

Ha Blok Murni  CO Jumlah Blok 

2024 1.042 VIII 1.042,00  1.042,00 VIII 100,00 Sesuai 

2025 1.034 VIX 1.027,30 312,18 1.339,48 
VIX dan 

X 77,19 
Sebagian 

sesuai 

Rata-rata kesesuaian 88,59  

Rata-rata kesesuaian penataan areal kerja pada blok tebangan tahun 2024 dan 2025 dibanding 
dokumen RKUPH sebesar 88,59%.  
Untuk Penataan Areal Kerja Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu yang telah direncanakan 
dalam dokumen RKUPH masing masing seluas 135 Ha pada tahun 2024 dan tahun 2025 
belum terealisasi di lapangan. Berdasarkan informasi dari bagian perencanaan PT Wijaya 
Kencana Indonesia diketahui penataan areal kerja untuk penanaman HHBK belum bisa 
dilaksanakan karena belum terbentuk kemitraan konsesi belum terbentuk. 

c. Verifier 2.1.3 : Pemeliharaan batas blok unit usaha pemanfaatan hutan (Intensitas Sampling 5%) 

Bobot : 1 

NILAI : SEDANG 

Uraian Singkat 
Justifikasi 

: PT Wijaya Kencana Indonesia memiliki SOP PAK dengan dokumen No. Dok. SO-1-02 Rev. 0 
terbit tanggal 11 November 2023. SOP belum mengatur teknis pembuatan/spesifikasi patok/pal 
identitas ataupun penandaan batas di lapangan termasuk rintis batas  
Berdasarkan hasil observasi lapangan berupa pengamatan pada blok RKTPH Tahuh 2024, 
Tahun 2025 dan Tahun 2026 diketahui bahwa batas kompartemen berupa batas blok dan petak 
berupa tolet cat warna merah berjumlah 3 (tiga) strip pada pohon/tiang. Terdapat plang  identitas 
blok berukuran 80cmx150cm dan identitas petak dan rintis batas. 

Objek Koordinat Keterangan 
Plang URKT 2026 1°30’7,254’’LS dan 

127°56’19,548’’BT 
Plang terbuat dari papan bercat putih 
ukuran 80 x 150 cm 

Batas URKT 2026/KL Karst 1°30’7,254’’LS dan 
127°56’19,548’’BT 

Berupa Pal 8x8 cm bercat kuning 
putih 

Batas URKT 2026 1°30’7,254’’LS dan 
127°56’19,548’’BT 

Berupa Pal 8x8cm bercat merah putih 

Plang RKT 2025 1°30’34,338’’LS dan 
127°54’17,892’’BT 

Plang terbuat dari papan bercat putih 
ukuran 80 x 150 cm 
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Batas Petak S.34/T.34 RKT 2025 °30’34,338’’LS dan 
127°54’17,892’’BT 

Plang terbuat dari papan 12x50cm 
bercat kuning 

Batas RKT 2026/RKT 2025 1°30’34,494’’LS dan 
127°54’17,562’’BT 

Berupa tolet merah tiga strip pada 
tiang/pohon 

Batas Petak O.31/P.31 RKT 2025 1°32’47,85’’LS dan 
127°52’43,758’’BT 

Berupa tolet merah tiga strip pada 
tiang/pohon 

Batas Petak O.31/P.31 RKT 2025 1°32’48,371’’LS dan 
127°52’43,986’’BT 

Berupa tolet merah tiga strip pada 
tiang/pohon 

Batas Petak O.31/P.31 RKT 2025 1°32’47,808’’LS dan 
127°52’44,982’’BT 

Berupa tolet merah tiga strip pada 
tiang/pohon 

Batas Petak O.31/P.31 RKT 2025 1°32’45,234’’LS dan 
127°52’41,892’’BT 

Berupa tolet merah tiga strip pada 
tiang/pohon 

Batas Petak I.44/I.43 RKT 2024 1°36’21,744’’LS dan 
127°59’12,684’’BT 

Berupa tolet merah tiga strip pada 
tiang/pohon 

Pal Batas RKT CO 2024 1°36’16,266’’LS dan 
127°58’23,82’’BT 

Terdapat Pal bercat biru 

Plang Batas RKT CO 2024 1°36’16,266’’LS dan 
127°58’23,82’’BT 

Plang warna putih 80x150 cm bercat 
putih 

Batas Petak O.32/P.32 RKT 2025 1°32’12,258’’LS dan 
127°52’50,184’’BT 

Berupa tolet merah tiga strip pada 
tiang/pohon 

 

Nilai Kinerja Indikator 
2.1 

: 9 / 12 x 100 % = 75,00 % = SEDANG 

2. Indikator 2.2 : Pemanfaatan hutan yang lestari untuk setiap jenis hasil hutan,  pemanfaatan kawasan hutan, 
dan/atau jasa lingkungan 

a. Verifier 2.2.1 : Terdapat data potensi  pemanfaatan hutan  (HHK/ HHBK/ kawasan hutan/ jasa lingkungan) 
yang ada berbasis hasil inventarisasi/survey/identifikasi 

Bobot : 1 

NILAI : BAIK 

Uraian Singkat 
Justifikasi 

: PBPH PT Wijaya Kencana Indonesia  telah memiliki data potensi  untuk  usaha pemanfaatan 
hutan yang dikembangkannya (Hasil Hutan Kayu Tumbuh  Alami / Hutan Alam) berdasarkan 
dokumen Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala yang telah disahkan  berdasarkan Surat 
Kepala Dinas Kehutanan  Provinsi  Maluku  Utara Nomor  522/528/201 tanggal 8 Agustus  
2017 perihal  Pertimbangan Teknis Hasil IHMB IUPHHK-HA PT Wijaya Kencana Indonesia. 
Dokumen laporan  IHMB tahun 2017 telah dilengkapi  dengan : 

1.    Buku Ukur (Tally Sheet)  IHMB 
2.    Buku Sediaan Tegakan Per Plot Contoh  dan Petak IHMB 
3.    Buku Sediaan Tegakan Berdasarkan  IMHB 
4.    Buku Alat Bantu IHMB 
5.    Buku Rencana dan Realisasi Pelaksanaan IHMB 
6.    Buku Peta-peta  Hasil IHMB 
7.    File Elektronik  IHMB 

PT Wijaya Kencana Indonesia  memiliki data potensi  untuk  setiap RKT yang disahkan  berupa  
dokumen Laporan  Hasil Cruising  (LHC) yang diperoleh dari kegiatan Inventarisasi Tegakan 
Sebelum  Penebangan  (ITSP). LHC telah dilengkapi dengan tally sheet dan peta sebaran  
pohon  dengan skala 1 : 1.000 
Hasil uji petik di lapangan menunjukkan hasil bahwa kegiatan ITSP pada blok RKT 2024 dan 
2025 telah dilakukan  sesuai ketentuan, terdapat  tallysheet, laporan  ITSP termasuk 
rekapitulasinya, peta pohon,  barcode  pada pohon  di lapangan. Terkait potensi  
pemanfaatan hutan berupa  HHBK dan jasa lingkungan sebagaimana  tercantum dalam 
dokumen RKUPH, keduanya  belum  masuk  dalam RKT tahun 2024 dan tahun 2025, 
kegiatan aksi mitigasi jasa lingkungan akan dilakukan perencanaannya setelah 
diterbitkannya Dokumen Rancangan Aksi Mitigasi (DRAM). 
 

b. Verifier 2.2.2 : Kesesuaian pemanfaatan hutan dengan daya dukung per jenis kegiatan usaha pemanfaatan 
hutan sesuai ketentuan 
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Bobot : 2 

NILAI : SEDANG 

Uraian Singkat 
Justifikasi 

: Berdasarkan dokumen Perubahan RKUPH Periode Tahun 2017 – 2026, dokumen RKTPH 
Tahun 2023, Tahun 2024 dan Tahun 2025 diketahui taksiran daya dukung sumber daya hutan 
dan realisasi produksi sebagai berikut : 

Tahun 

Sediaan 
Tegakan 
Dengan 

Perhitungan 
Riap Pada 

IHMB 

Hasil ITSP 

Realisasi 

Realisasi 
CO pada 

tahun 
berikut 

Jumlah Kel. 
Kayu 

Jumlah 
Pohon 

Volume 
(m3) 

2023  Meranti 23.013 36.130,26    

 Rimba C 3.561 4.895,12    

51.430,90 Jumlah 26.574 41.025,38 24.074,33 10.275,51 34.349,84 

2024  Meranti 18.169 33.812,51    

 Rimba C 2.873 4.833,05    

51.525,72 Jumlah 21.042 38.645,55 17.565,98 2.512,37 20.078,35 

2025  Meranti 15.401 45.947,19    

 Rimba C 2.011 3.426,68    

49.730,51 Jumlah 17.412 49.373,87 19.368,87  19.368,87 

PT Wijaya Kencana Indonesia telah melakukan analisis pengukuran daya dukung sumber daya 
hutan berupa pembuatan petak ukur permanen (PUP) untuk pengukuran pertumbuhan dan riap 
hutan bekas tebangan, namun demikian dalam menentukan jatah volume produksi tahunan PT 
Wijaya Kencana Indonesia masih menggunakan perhitungan hasil ITSP dan belum berdasarkan 
hasil perhitungan riap tegakan. 

Hasil telaah terhadap Peta Penafsiran Citra Landsat Liputan 25 Januari dan 27 Juli 2024 
menunjukan adanya penutupan lahan berupa pertanian lahan kering campuran seluas 87 Ha,  
lahan terbuka seluas 73 Ha yang menunjukan bahwa pembukaan areal oleh masyarakat realtif 
kecil (160 Ha) dan kebocoran sumberdaya hutan (kayu) relative tidak ada. Berdasarkan 
Laporan Perlidungan Hutan diketahui ditemukan pencurian kayu namun relatif kecil 

Nilai Kinerja Indikator 
2.2 

: 7 / 9 x 100 % = 77,78 % = SEDANG 

3. Indikator 2.3 : Penerapan tahapan kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang menjamin kelestarian hutan 

a. Verifier 2.3.1 : Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan hutan 

Bobot : 1 

NILAI : SEDANG 

Uraian Singkat 
Justifikasi 

: PT Wijaya Kencana Indonesia  melaksanakan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu tumbuh 
alami menggunakan sistem  silvikultur Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI). Dalam rangka 
pelaksanaan  sistem  silvikultur tersebut, perusahaan  telah menyusun SOP untuk  kegiatan 
usaha pemanfaatan hutannya.  SOP TPTI secara umum  telah sesuai dengan prinsip  / 
pedoman  sistem  silvikultur TPTI, namun demikian  masih  ditemukan kekurangan  dalam 
beberapa  SOP yaitu : 

- SOP Penataan Areal Kerja belum  mengatur teknis  pembuatan / spesifikasi patok / 
pal identitas  ataupun  penandaan  batas di lapangan 

- SOP Penanaman  dan Pemeliharaan  Tanaman Pengayaan belum  secara rinci 
menjelaskan prosedur untuk  masing-masing jenis bibit  (jenis  lokal unggulan 
setempat & jenis lainnya)  yang digunakan  dan belum  memuat  ketentuan  / 
spesifikasi bibit  siap tanam (BST) 

- SOP Perlindungan dan Pengamanan  Hutan belum  memuat  uraian / petunjuk 
teknis  pelaksanaan  penanggulangan kebakaran  hutan dan kegiatan  – kegiatan 
yang tercakup  dalam pengamanan dan perlindungan hutan 

Berdasarkan  uraian di atas, tersedia  lengkap  SOP kegiatan perjenis  usaha pemanfaatan 
hutan tetapi terdapat  SOP yang isinya sebagian tidak sesuai dengan kegiatan 
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pemanfaatan hutan yang dilakukan  atau tidak memenuhi pedoman  atau ketentuan  
teknis 

b. Verifier 2.3.2 : Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan hutan 

Bobot : 2 

NILAI : SEDANG 

Uraian Singkat 
Justifikasi 

: Implementasi SOP tahapan kegiatan pemanfaatan hutan yang dilaksanakan  PBPH PT 
Wijaya Kencana Indonesia  secara umum  telah sesuai antara isi dalam SOP dengan 
pelaksanaannya  di lapangan,  namun  demikian  masih  ditemukan beberapa 
implementasi di lapangan yang belum  sepenuhnya sesuai yaitu : 
- PAK : Telah dilakukan  penataan areal kerja pada blok RKT namun  demikian tanda-

tanda   batas berupa  polet pada pohon  hanya sebagian yang terlihat dengan jelas 
di lapangan 

- Pemanenan  : Kegiatan pemanenan  dilaksanakan  pada petak tebangan  dalam blok 
RKT, personil pemanenan  telah menggunakan APD, pembuatan takik rebah dan 
takik balas telah sesuai ketentuan. Namun  demikan,  masih ditemukan tegakan 
(pohon) di kanan kiri jalan sarad yang rusak akibat kegiatan penyaradan  dan 
terdapat  jalan sarad dengan  lebar melebihi ketentuan  (> 4 meter) 

- Penanaman  : Telah dilakukan  penanaman  di lokasi bekas TPn, lokasi bekas camp 
di dalam blok, dan di kanan kiri jalan menggunakan tanaman  jenis Meranti  dan 
Jabon. Kegiatan pemeliharaan belum  secara rutin  di lakukan, hal ini dibuktikan 
dengan adanya gulma  yang lebih tinggi  dari bibit tanaman  di lokasi persemaian 
dan sebagian tanaman  yang mati pada lokasi penanaman tidak dilakukan  
penyulaman 

- Perapihan, Tidak tersedia laporann pelaksanaan kegiatan perapihan, Tidak dijumpai 
adanya pemasangan pal corner hasil perapihan dan Tidak tersedia Peta hasil kerja 
perapihan 

- Perlindungan dan Pengamanan  Hutan : Terdapat Patroli  perlindungan dan 
pengamanan hutan,  terdapat  2 (dua)  regu dalkarhutla namun  belum  mengikuti 
pelatihan  dari instansi  yang berwenang, tersedia  sarana prasarana  dalkarhutla 
namun  belum  mencukupi sesuai ketentuan 

PBPH PT Wijaya Kencana Indonesia  telah mengimplementasi setiap SOP perjenis 
kegaitan  usaha pemanfaatan hasil hutan kayu tetapi sebagian implementasinya belum  
sesuai 

c. Verifier 2.3.3 : Tingkat kemampuan reproduksi/regenerasi/pemulihan sumberdaya alam menjamin kelestarian 
hutan 

Bobot : 2 

NILAI : BAIK 

Uraian Singkat 
Justifikasi 

: Kegiatan penanaman dan/atau pemulihan sumberdaya hutan yang dimanfaatkannya selama 
periode audit tahun 2023 dan 2024 adalah sebagai berikut : 

RKT 
Rencana (Ha) Realisasi (Ha) Persen 

(%) I II III IV Total I II III IV Total 

2023 19 8 10 10 47 12 7 10 10 44 93,62 

2024 35 15 0 0 50 31 13 0 0 44 88,00 

Rata-rata 90,81 

2025 48 21 0 20 89 45 17 0 18 80 89,89 

Persentase Realisasi Penanaman Rata-rata  

Keterangan : I = Pengayaan, II = Rehabilitasi, III = Tanah Kosong, IV = Kiri Kanan Jalan 

Berdasarkan data di atas, rata-rata realisasi penanaman atau kegiatan yang mendukung 
reproduksi / regenerasi / pemulihan dalam kegiatan usaha pemanfaatan hutan telah sesuai 
standar teknis dan dilaksanakan sebesar 90,81 % 

Nilai Kinerja Indikator 
2.3 

: 12 / 15 x 100 % = 80,00 % = SEDANG 
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4. Indikator 2.4 : Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan 

a. Verifier 2.4.1 : Ketersediaan prosedur penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan 
hutan 

Bobot : 1 

NILAI : BAIK 

Uraian Singkat 
Justifikasi 

: PBPH PT Wijaya Kencana Indonesia  telah menerbitkan SOP Reduced Impact Logging  (RIL) 
dengan No. Dokumen SO-2-01  Rev. 1 tanggal  11 November 2023. SOP Reduced Impact  
Logging  (RIL) PBPH PT Wijaya Kencana Indonesia  memuat kegiatan penebangan  ramah 
lingkungan meliputi : 

1. Pra perencanaan  pemanenan  (inventarisasi hutan,  penataan areal produksi dan 
non produksi kayu) 

2. Perencanaan  Pemanenan  (pembuatan peta rencana operasional, penetapan  
lokasi TPn, pembuatan trase jalan sarad) 

3. Pelaksanaan Pemanenan  (pembukaan TPn dan Jalan Sarad, operasi penebangan, 
operasi  penyaradan  dan kegiatan di TPn, pembagian batang) 

4. Paska Pemanenan  (deaktivasi jalan sarad, deaktivasi  TPn) 
5. Pemeliharaan  dan K3 (perbaikan dan pemeliharaan alat berat, kesehatan camp,  

pakaian pelindung dan perlengkapan keselamatan  kerja) 
SOP RIL seluruhnya telah mencakup isi pedoman  dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup 
dan  Kehutanan RI Nomor 8 Tahun  2021 , khususnya pada  Lampiran XIV terkait pedoman 
penerapan teknik pembalakan berdampak rendah / reduced impact logging. 

b. Verifier 2.4.2 : Penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan 

Bobot : 2 

NILAI : SEDANG 

Uraian Singkat 
Justifikasi 

: Penerapan  teknologi ramah  lingkungan yang dilakukan  PT Wijaya Kencana Indonesia  
adalah kegiatan  pembalakan  berdampak rendah  / reduced  impact logging  (RIL)  sebagai 
berikut  : 
Perenanaan pemanenan  : tersedia  peta rencana operasional, penetapan  lokasi TPn telah 
sesuai ketentuan  diantaranya  berada di areal yang landai dengan drainase  yang baik dan 
tidak dalam lokasi yang dilarang. 
Pelaksanaan pemanenan  : terdapat  penandaan  batas blok, petak tebangan  dan 
pembuatan jalan sarad, kegiatan penyaradan  dilakukan  mengacu  pada jalan sarad yang 
ditentukan dan menggunakan teknik  winching, operator telah menggunakan APD 
Pasca pemanenan  : Telah dilakukan  penanaman  pada areal bekas TPn yang sudah tidak 
digunakan  (TPn pada RKT 2024) 
Namun  demikian  masih ditemukan implementasi di lapangan yang tidak sesuai dengan RIL 
seperti  : 

-      Terdapat  jalan sarad dengan lebar melebihi batas ketentuan  ( > 4m ) 
- Terdapat  pohon-pohon di kanan kiri jalan sarad yang rusak akibat kegiatan penyaradan 
-      Uji petik pada jalan sarad di lapangan tidak ditemukan sudetan  (parit  cegat) 

untuk  mencegah  terjadinya  erosi  berlebihan 
Penerapan  SOP Teknologi  Ramah Lingkungan telah dilakukan  pada usaha pemanfaatan 
hutan namun  belum  lengkap  sesuai dengan SOP / Pedoman  RIL 

c. Verifier 2.4.3 : Tingkat kerusakan sumber daya hutan minimal 

Bobot : 2 

NILAI : SEDANG 

Uraian Singkat 
Justifikasi 

: Untuk mengetahui tingkat kerusakan tegakan pada tingkat pohon, tingkat tiang dan tingkat 
pancang maka dilakukan uji petik/observasi dengan menggunakan metode sampling jalur 
berpetak. Pengamatan dilakukan sepanjang jalur dengan membuat plot pengamatan yang 
berbeda. Plot pengamatan pohon dilakukan dengan ukuran petak 20 x 20 m, plot pengamatan 
tiang dilakukan dengan ukuran petak 10 x 10 m dan plot pengamatan pancang dilakukan 
dengan ukuran petak 5 x 5 m. Pencatatan dilakukan terhadap pohon pada masing masing 
tingkatan (petak) dan dicatat pohon yang sehat serta pohon yang mati/rusak. 
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Petik dilakukan di Petak R.34 RKT 2025 mulai pada koordinat 1°31’28,8’’LS dan 
127°54’4,824’’BT. 
Berdasarkan hasil uji petik diketahui bahwa, kerusakan tegakan tingkat Pancang 29,17%, 
tingkat Tiang 29,07% dan tingkat pohon 25,00%, rata -rata 27,74% 

Nilai Kinerja Indikator 
2.4 

: 11 / 15 x 100 % = 73,33%  SEDANG 

5. Indikator 2.5 : Realisasi produksi (barang dan/atau jasa) yang dihasilkan dari usaha pemanfaatan hutan 
sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah disetujui 

a. Verifier 2.5.1 : Dokumen RKTPH  disusun berdasarkan  hasil inventarisasi sesuai dengan ketentuan 

Bobot : 1 

NILAI : BAIK 

Uraian Singkat 
Justifikasi 

: Selama periode Penilikan ke-1 PT Wijaya Kencana Indonsia memiliki dokumen RKTPH yang 
telah disahkan sebagai berikut : 

RKT 
Tahun 

SK Dirut PT WKI 
Jenis Usaha 
Pemanfaatan 

Hutan 
Keterangan 

2023 No. 01/KPTS-WKI/II/2023 
tanggal 16 Februari 2023 

Kayu Tumbuh Alami 
(Hutan Alam) 

Tersedia lengkap meliputi : 
- SK RKT 
- Dokumen RKT 
- Peta RKT 

2024 No.  SK.02/WKI/II/2024 
tanggal 25 Februari 2024 

Kayu Tumbuh Alami 
(Hutan Alam) 

Tersedia lengkap meliputi : 
- SK RKT 
- Dokumen RKT 
- Peta RKT 

2025 No SK.03/WKI/I/2025 
tanggal 3 Februari 2025 

Kayu Tumbuh Alami 
(Hutan Alam) 

Tersedia lengkap meliputi : 
- SK RKT 
- Dokumen RKT 
- Peta RKT 

No. SK.15/WKI/x/2025 
tanggal 13  Oktober  2025 
(Perubahan) 

Kayu Tumbuh Alami 
(Hutan Alam) 

Tersedia lengkap meliputi : 
- SK RKT 
- Dokumen RKT 
- Peta RKT 

Hasil telaah terhadap dokumen RKTPH dan data Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan 
pada masing-masing blok RKT diketahui bahwa dokumen RKTPH disusun berdasarkan hasil 
inventarisasi sesuai dengan ketentuan. Volume produksi ditentukan berdasarkan hasil 
inventarisasi tegakan sebelum penebangan dengan intensitas 100%. Hasil verifikasi di 
lapangan terhadap blok RKT 2023,  2024 dan 2025 menunjukkan kesesuaian rencana dan 
realisasi produksi dengan inventarisasi potensinya 

b. Verifier 2.5.2 : Kesesuaian peta kerja dengan RKTPH 

Bobot : 1 

NILAI : BAIK 

Uraian Singkat 
Justifikasi 

: PBPH PT Wijaya Kencana Indonesia  telah membuat peta rencana kerja tahunan  pada setiap 
RKT yang diterbitkan. Peta dibuat  telah disetujui oleh Direktur PT Wijaya Kencana Indonesia   
Kegiatan pemanfaatan hutan yang dilaksanakan  PT Wijaya Kencana Indonesia juga 
dilengkapi  dengan peta kerja meliputi : peta pembukaan wilayah  hutan, peta penataan areal 
kerja, peta penyebaran  pohon,  peta TPn Blok dan TPK Hutan dan peta penanaman 
Batas-batas  peta kerja yang dibuat  PT Wijaya Kencana Indonesia  telah sesuai dengan peta 
RKTPH dan telah memperhatikan keberadaan  kawasan yang dilindungi berupa  KPPN / KPSL 
dan sempadan  sungai. 
 

c. Verifier 2.5.3 : Kesesuaian penandaan batas blok di lapangan untuk seluruh jenis kegiatan usaha 
pemanfaatan hutan dengan peta kerja 
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Bobot : 2 

NILAI : SEDANG 

Uraian Singkat 
Justifikasi 

: Berdasarkan hasil observasi lapangan berupa pengamatan pada blok RKTPH Tahuh 2024, 
Tahun 2025 dan Tahun 2026 diketahui bahwa batas kompartemen berupa batas blok dan 
petak berupa tolet cat warna merah berjumlah 3 (tiga) strip pada pohon/tiang. Terdapat plang  
identitas blok berukuran 80cmx150cm dan identitas petak dan rintis batas : 
 

Objek Koordinat Keterangan 
Plang URKT 2026 1°30’7,254’’LS dan 

127°56’19,548’’BT 
Plang terbuat dari papan bercat 
putih ukuran 80 x 150 cm 

Batas URKT 2026/KL Karst 1°30’7,254’’LS dan 
127°56’19,548’’BT 

Berupa Pal 8x8 cm bercat kuning 
putih 

Batas URKT 2026 1°30’7,254’’LS dan 
127°56’19,548’’BT 

Berupa Pal 8x8cm bercat merah 
putih 

Plang RKT 2025 1°30’34,338’’LS dan 
127°54’17,892’’BT 

Plang terbuat dari papan bercat 
putih ukuran 80 x 150 cm 

Batas Petak S.34/T.34 RKT 2025 °30’34,338’’LS dan 
127°54’17,892’’BT 

Plang terbuat dari papan 12x50cm 
bercat kuning 

Batas RKT 2026/RKT 2025 1°30’34,494’’LS dan 
127°54’17,562’’BT 

Berupa tolet merah tiga strip pada 
tiang/pohon 

Batas Petak O.31/P.31 RKT 2025 1°32’47,85’’LS dan 
127°52’43,758’’BT 

Berupa tolet merah tiga strip pada 
tiang/pohon 

Batas Petak O.31/P.31 RKT 2025 1°32’48,371’’LS dan 
127°52’43,986’’BT 

Berupa tolet merah tiga strip pada 
tiang/pohon 

Batas Petak O.31/P.31 RKT 2025 1°32’47,808’’LS dan 
127°52’44,982’’BT 

Berupa tolet merah tiga strip pada 
tiang/pohon 

Batas Petak O.31/P.31 RKT 2025 1°32’45,234’’LS dan 
127°52’41,892’’BT 

Berupa tolet merah tiga strip pada 
tiang/pohon 

Batas Petak I.44/I.43 RKT 2024 1°36’21,744’’LS dan 
127°59’12,684’’BT 

Berupa tolet merah tiga strip pada 
tiang/pohon 

Pal Batas RKT CO 2024 1°36’16,266’’LS dan 
127°58’23,82’’BT 

Terdapat Pal bercat biru 

Plang Batas RKT CO 2024 1°36’16,266’’LS dan 
127°58’23,82’’BT 

Plang warna putih 80x150 cm 
bercat putih 

Batas Petak O.32/P.32 RKT 2025 1°32’12,258’’LS dan 
127°52’50,184’’BT 

Berupa tolet merah tiga strip pada 
tiang/pohon 

Lereng E berbatasan dengan 
Blok RKTPH Tahun 2025 

1˚33’ 6,23”LS dan 
127˚52’ 37,305”BT; 

Tanda berupa plang, dan cat 
merah polet 3 

Karst berbatasan dengan Blok 
RKTPH Tahun 2025 

1˚31’ 41,596”LS dan  
127˚53’ 29,167”BT. 

Tanda berupa plang, dan cat 
merah polet 3 

Sebagian batas petak tidak terlihat jelas di lapangan 

d. Verifier 2.5.4 : Kesesuaian produksi barang dan/atau jasa dengan dokumen rencana jangka pendek  

Bobot : 2 

NILAI : SEDANG 

Uraian Singkat 
Justifikasi 

: Berdasarkan dokumen Rencana dan Realisasi Produksi selama periode audit (tahun 2023 dan 
2024)  diketahui bahwa rencana dan realisasi produksi PT Wijaya Kencana Indonesia adalah 
sebagai berikut : 

RKT Status 
RENCANA REALISASI PERSEN (%) 

Luas  Volume Luas 
(Ha) 

Volume  
Luas Vol 

(Ha)  (m3) (m3) 

2023 
Murni 1.115,87  41.150,38  693  24.074,33  62,1 58,5 
CO 1.137,33    8.809,49  407,15    3.713,52  35,8 42,15 

2024 
  

Murni 1.041,92  20.701,63  640,29   17.565,98  61,45  84,85 
CO 604,60   11.042,24  383,50   10.275,51  63,43  93,06 

  Jumlah   81.703,74   55.629,34   68,09 
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Realisasi produksi tahun 2023 dan 2024 rata-rata sebesar 68,09%. 

Realisasi tahun 2025 hingga bulan Oktober pada blok RKTPH Murni terealisasi sebesar 
19.368,87 m3 dari rencana sebesar 49.436,57 m3 atau terealisasi sebesar 39,18%. Pada blok 
carry over terealisasi sebesar 2.512,87 m3 dari rencana sebesar 3.135,42 m3 atau sebesar 
80,13% 

Nilai Kinerja Indikator 
2.5 

: 14  / 18 x 100 % = 77,78 % SEDANG 

6. Indikator 2.6 : Kemampuan finansial pemegang PBPH pada hutan produksi untuk membiayai kegiatan usaha 
pemanfaatan hutan 

a. Verifier 2.6.1 : Kondisi kemampuan finansial yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang 
dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang 
telah diaudit oleh akuntan publik)  

Bobot : 1 

NILAI : SEDANG 

Uraian Singkat 
Justifikasi 

: Tersedia laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang mumuat 
laporan posisi keuangan PT Wijaya Kencana Indonesia tahun 2023 yaitu Laporan keuangan 
untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan laporan auditor independen No. 
00011/2.117/AU.2/01/1402-3/III/2025 tanggal 24 Maret 2025 oleh Kantor Akuntan Publik 
Sudiyono & Vera. Untuk Laporan Keuangan tahun 2024 masih dalam proses audit 
sebagaimana disebutkan dalam Surat Keterangan. 

No Uraian Tahun 2023 Tahun 2022 

A Neraca     

1 Aset Lancar    50.167.967.373       58.544.438.457  

2 Aset Tidak lancar    48.518.782.939       49.817.009.073  

3 Jumlah Aset    98.686.750.312     108.361.447.530  

4 Kewajiban Jangka Pendek    64.512.337.688       75.884.063.374  

5 Ekuitas    34.174.412.624       32.477.384.156  

6 Jumlah Kewajiban dan Ekuitas    98.686.750.312     108.361.447.530  

B Laba Rugi     

1 Penjualan    32.643.363.002     143.198.828.449  

2 Beban Pokok Penjualan    22.272.363.690     101.380.774.764  

3 Beban Operasional      7.143.997.254       22.939.694.049  

4 Laba Bersih      1.697.028.468       15.536.718.530  

C Kesehatan Keuangan     

1 Lukuiditas 77,76 77,15 

2 Solvabilitas 100,00 100,00 

3 Profitabilitas 1,72 14,34 

Likuiditas keuangan tahun 2023 sebesar 77,76%, Solvabilitas 100%, Profitabilitas positif, 
Opinin Akuntan Publik menyebutkan Wajar dengan pengecualian 

b. Verifier 2.6.2 : Realisasi Alokasi dana yang proporsional 

Bobot : 1 

NILAI : SEDANG 

Uraian Singkat 
Justifikasi 

: Berdasarkan dokumen Rencana dan Realisasi Biaya kegiatan pengelolaan hutan PT Wijaya 
Kencana Indonesia Tahun 2023 diketahui bahwa tingkat Proporsionalitas realisasi biaya 
pengelolaan hutan sebagai berikut : 

No Kegiatan Rencana (Rp) Realisasi (Rp) 
Prosen 

(%) 
1 Perencanaan 320.350.400 288.781.860 90,15 
2 Penanaman 40.000.000 37.500.000 93,75 
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3 Pembinaan Hutan 44.000.000 38.600.000 87,73 
4 Perlindungan Hutan 6.000.000 6.000.000 100,00 
5 Kewajiban Kepada Negara 3.000.000.000 3.015.437.388 100,51 
6 Kewajiban Kepada Lingkungan & Sosial 170.000.000 165.000.000 97,06 
7 Sarana dan Prasarana 1.000.000.000 1.285.014.623 128,50 
8 Penelitian dan Pengembangan - - 0,00 
9 Administrasi Umum 750.000.000 583.998.819 77,87 
10 Pemanenan 24.690.228.000 16.852.031.000 68,25 

Jumlah 30.020.578.400 22.272.363.690 74,19 

Realisasi biaya terbesar pada kegiatan Sarana dan Prasarana Rp 1.285.014.623 dari rencana 
sebesar Rp 1.000.000.000 atau terealisasi sebesar 128,50% (dikategorikan 100%). Realisasi 
biaya terendah pada kegiatan Pemanenan sebesar Rp 16.852.031.000 dari rencana sebesar 
Rp 24.020.578.400 atau terealisasi sebesar 68,25%. Terdapat perbedaan realisasi biaya  
31,75% (kurang proporsional) 

c. Verifier 2.6.3 : Realisasi alokasi dana yang cukup dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan 
Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik/atau laporan unaudited 
tahun terakhir yang telah disetujui dan ditandatangani komisaris/yang berwenang/ hasil RUPS) 

Bobot : 2 

NILAI : SEDANG 

Uraian Singkat 
Justifikasi 

: Berdasarkan dokumen Rencana dan Realisasi Biaya kegiatan pengelolaan hutan PT Wijaya 
Kencana Indonesia Tahun 2023 sebagaimana disajikan pada tabel pada Verifier 2.6.2. 
diketahui bahwa biaya pengelolaan hutan terealisasi sebesar Rp 22.272.363.690 dari rencana 
sebesar Rp 30.020.578.400 atau terealisasi sebesar 74,19%. 

d. Verifier 2.6.4 : Realisasi pendanaan yang lancar (teknis kehutanan) 

Bobot : 2 

NILAI : SEDANG 

Uraian Singkat 
Justifikasi 

: Berdasarkan dokumen Rencana dan Realisasi Biaya kegiatan pengelolaan hutan PT Wijaya 
Kencana Indonesia Tahun 2023 sebagaimana disajikan pada table pada Verifier 2.6.2. 
diketahui bahwa biaya kegiatan teknis kehutanan terealisasi sebesar Rp 17.222.912.860 dari 
rencana sebesar Rp 25.100.578.400 atau terealisasi sebesar 68,62%. Masih terdapat carry 
over pada kegiatan pemanenan hutan sehingga tidak sesuai dengan tata waktu yang 
direncanakan. 

e. Verifier 2.6.5 : Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan  

Bobot : 2 

NILAI : BAIK 

Uraian Singkat 
Justifikasi 

: Berdasarkan dokumen Rencana dan Realisasi Biaya kegiatan pengelolaan hutan PT Wijaya 
Kencana Indonesia Tahun 2023 sebagaimana disajikan pada table pada Verifier 2.6.2. diketahui 
bahwa realisasi pembinaan hutan meliputi biaya kegiatan penanaman, pembinaan hutan 
(pemeliharaan) serta perlindungan hutan yang merupakan modal yang ditanamkan kembali ke 
hutan terealisasi sebesar Rp 82.100.000 dari rencana sebesar Rp 90.000.000 atau terealisasi 
sebesar 91,22%. 

Nilai Kinerja Indikator 
2.6 

: 18 / 24 x 100 % = 75,00 % SEDANG 

 

C. Aspek EKOLOGI 
 

1. Indikator 3.1 : Keberadaan, kemantapan, dan kondisi kawasan lindung serta Areal Bernilai Konservasi 
Tinggi (ABKT) 

a. Verifier 3.1.1 : Luasan kawasan lindung sesuai dengan dokumen lingkungan atau dokumen perencanaan, 
serta terdapat informasi hasil identifikasi ABKT 

Bobot : 1 

NILAI : BAIK 
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Uraian Singkat 
Justifikasi 

: a) PBPH PT Wijaya Kencana Indonesia telah menetapkan kawasan yang dilindungi di dalam 
areal kerja PBPH sesuai Surat Keputusan Direksi PT Wijaya Kencana Indonesia No. 
SK.20/WKI/XX/2025 tanggal 1 Oktober 2025, meliputi: 

No. Jenis Kawasan yang Dilindungi Luas (Hektar) 
1. Buffer Zone Hutan Lindung 1.943 
2. Kawasan Lereng >40% 3.233 
3. Sempadan Sungai 801 
4. Perlindungan Areal Karst 3.792 
5. KPPN 462 
6. KPSL 370 
7. Kebun Benih 544 
 Total 11.145 

 
b) Luasan kawasan yang dilindungi sesuai dimaksud butir a), telah sesuai dengan Perubahan 

RKUPH Tahun 2024 Periode 2017 - 2026 yang telah disahkan oleh Menteri Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan Nomor 30 Tahun 2024 tanggal 9 Januari 2024. 

PT Wijaya Kencana Indonesia memilliki data/ informasi hasil identifikasi Areal Bernilai 
Konservasi Tinggi (ABKT) di dalam areal PBPH PT Wijaya Kencana Indonesia, dengan 
keberadaan Laporan Penilaian Nilai Konservasi Tinggi (NKT) tahun 2025 seluas 38.695 
hektar, yang disusun oleh konsultan yaitu Wana Aksara. 

b. Verifier 3.1.2 : Penataan kawasan lindung (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali) dan/atau 
deliniasi ABKT 

Bobot : 2 

NILAI : BAIK 

Uraian Singkat 
Justifikasi 

: a) PT Wijaya Kencana Indonesia memiliki kewajiban penandaan batas kawasan lindung s.d 
tahun 2025 sesuai blok RKT berjalan yaitu sepanjang 162,22 km. 

b) Realisasi penandaan batas kawasan lindung s.d Oktober 2025 yaitu tercapai 128,41 km 
(79,16%) dari total rencana 162,22 km. 

c) Berdasarkan hasil uji petik di lapangan menggunakan aplikasi avenza maps, terkait 
penataan batas kawasan dilindungi, yaitu dijumpai : 
- Lereng E berbatasan dengan Blok RKTPH Tahun 2025 dijumpai penandaan berupa 

plang, dan cat merah polet 3; 
- Karst berbatasan dengan Blok RKTPH Tahun 2025 dijumpai penandaan berupa 

plang, dan cat merah polet 3. 

c. Verifier 3.1.3 : Kondisi penutupan kawasan lindung / rehabilitasi kawasan lindung 

Bobot : 1 

NILAI : BAIK 

Uraian Singkat 
Justifikasi 

: a. Berdasarkan hasil overlay (tumpang susun) kawasan lindung yang tercantum di Peta 
Perubahan RKUPH Tahun 2024 Periode Tahun 2017 – 2026 dengan Peta Penafsiran Citra 
Satelit tahun 2024, kondisi penutupan kawasan lindung yang masih berhutan (Hutan Lahan 
Kering Sekunder dan Hutan Karst Sekunder) yaitu 9.856 ha (88,43%) dari total luas 
kawasan lindung 11.145 ha. 

b. Kondisi penutupan lahan kawasan lindung PT Wijaya Kencana Indonesia terdapat kondisi 
non hutan (belukar, semak dan pertanian lahan kering campuran) yaitu luas 1.247 hektar, 
namun demikian PT WKI belum memiliki perencanaan penanaman rehabilitasi di areal 
kawasan lindung pada tutupan non hutan tersebut. 

d. Verifier 3.1.4 : Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Apabila jenis tanah selain gambut maka 
verifier ini menjadi Not Applicable) 

Bobot : 2 

NILAI : Not Applicable 



F1-02.15 Rev.1  
 

Halaman 21 dari 51 
 

Uraian Singkat 
Justifikasi 

 

: Berdasarkan dokumen Perubahan RKUPH Tahun 2024 Periode Tahun 2017 – 2026, 
diverifikasi pada areal PT WKI tidak terdapat jenis/ekosistem tanah gambut sehingga tidak 
diwajibkan pengelolaan tanah gambut sesuai Perubahan RKUPH Tahun 2024 Periode Tahun 
2017 – 2026. Dengan demikian verifier ini tidak diterapkan (Not Applicable). 

e. Verifier 3.1.5 : Pengakuan para pihak terhadap kawasan lindung 

Bobot : 2 

NILAI : SEDANG 

Uraian Singkat 
Justifikasi 

: a. Berdasarkan hasil identifikasi PT WKI, terdapat 1.247 ha kebun di areal PT WKI, dari 
luasan tersebut 23 ha diantaranya berlokasi di kawasan lindung Kebun Benih. Selain itu 
pada areal Kebun Benih juga terdapat aktifitas yang tidak sesuai ketentuan yaitu adanya 
penambangan ilegal luas ±52 ha.  Berdasarkan hasil wawancara dan verifikasi dokumen 
menunjukan upaya perusahaan sebatas himbauan lisan, pemasangan plang himbauan 
dan sosialisasi terkait perlindungan kawasan lindung, belum ada kesepakatan atau MoU 
dengan masyarakat terkait untuk penanganan gangguan terhadap kawasan lindung 
tersebut. 

b. Terdapat aktifitas yang tidak sesuai ketentuan pada sebagian kawasan lindung di areal 
PT WKI.  Upaya penyelesaian oleh PT WKI telah dilaksanakan dan terdokumentasi 
namun upaya penyelesaian belum sampai pada tahap Nota Kesepahaman Kerjasama 
(NKK/MoU). 

f. Verifier 3.1.6 : Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal sesuai AMDAL dan/atau tata 
ruang yang ada di dalam RKUPH 

Bobot : 1 

NILAI : SEDANG 

Uraian Singkat 
Justifikasi 
 

: a) Pada periode audit diverifikasi implementasi kegiatan pengelolaan kawasan lindung telah 
dilakukan pada sebagian kawasan lindung, namun beberapa kegiatan pengelolaan pada 
kawasan lindung belum optimal dilakukan oleh PT Wijaya Kencana Indonesia; 

b) Selama periode 18 bulan terakhir (Juni 2024 s.d Oktober 2025) PT Wijaya Kencana 
Indonesia telah membuat laporan pengelolaan kawasan lindung yang tertuang dalam 
Laporan Pelaksanaan RKL RPL periode 6 bulanan/ semester. Penyampaian Laporan 
Pelaksanaan RKL RPL ada sebagian yang belum sesuai dengan tata waktu 
pelaporannya yaitu periode semester I Tahun 2024 dan semester I Tahun 2025; 

c) Penyampaian laporan RKL & RKL oleh PT Wijaya Kencana Indonesia belum dilakukan 
secara online via SIMPEL. 

Nilai Kinerja Indikator 
3.1 

: (18 / 21) x 100% = 85,71% (BAIK) 

2. Indikator 3.2 : Perlindungan dan pengamanan hutan 

a. Verifier 3.2.1 : Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan, terdiri dari 
perambahan kawasan hutan, pemanenan atau penebangan tanpa izin, pencegahan dan 
pemadaman kebakaran, dan/atau jenis gangguan lain yang teridentifikasi 

Bobot : 1 

NILAI : SEDANG 

Uraian Singkat 
Justifikasi 

: a. PBPH PT Wijaya Kencana Indonesia telah menyusun dan menetapkan SOP 
Perlindungan dan Pengamanan Hutan sesuai dengan jenis gangguan hutan yang ada di 
dalam areal PBPH, yaitu sebagai berikut. 

No 
Jenis Gangguan 

Hutan Prosedur 

1. Perambahan 
Kawasan 

SOP Pengamanan dan Perlindungan Hutan. No. Dok : SO-4-
04, Revisi: 00, Terbit: 14 November 2023. 
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2. Pemanenan atau 
penebangan tanpa 
izin 

Prosedur belum mencantumkan referensi acuan dalam 
penyusunan SOP. Adapun referensi acuan teknis terkini 
sesuai regulasi, diantaranya : 
- PerMenLHK No. 8 Tahun 2021 tentang Tata hutan dan 

Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta 
Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan 
Produksi. 

- PP Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 
Kehutanan. 

- PerMenLHK No. 
P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tanggal 28 
Desember 2018 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang 
Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi 

- PP No. 45 tahun 2004 jo. PP No. 60 tahun 2009 tentang 
Perlindungan Hutan. 

3. Perburuan flora 
dan fauna 

4. Penambangan 
Illegal 

5. Hama penyakit 
tanaman 

6. Pencegahan dan 
pemadaman 
kebakaran 

SOP Pengendalian Kebakaran Hutan. No. Dok : SO-4-03, 
Revisi: 00, Terbit: 14 November 2023. 
Prosedur belum mencantumkan acuan dalam penyusunan 
SOP. Adapun referensi acuan teknis terkini sesuai regulasi, 
diantaranya: 
- PerMenLHK No. P.32/MenLHK/Kum.1/3/2016 tentang 

pengendalian kebakaran hutan & lahan; 
- PerMenLHK No. 8 Tahun 2021 tentang Tata hutan dan 

Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta 
Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan 
Produksi. 

- PP Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 
Kehutanan. 

- Surat Edaran Dirjen PHL Nomor : 
S.71/PHL/PUPH/PHL.03/3/2025 tanggal 26 Maret 2025 
perihal peringatan dini dalam mengantisipasi kebakaran 
hutan dan lahan tahun 2025. 

SOP Perlindungan Hutan. No. Dok : SO-4-14, Revisi: 00, 
Terbit: 14 November 2023. 
Prosedur belum mencantumkan acuan dalam penyusunan 
SOP. 

 

b. Berdasarkan hasil tinjauan terhadap isi dokumen SOP, seluruh prosedur yang dibuat 
belum mengacu kepada pedoman teknis baku dalam penyusunan SOP. 

b. Verifier 3.2.2 : Ketersediaan sarana prasarana perlindungan gangguan hutan sesuai ketentuan 

Bobot : 1 

NILAI : SEDANG 

Uraian Singkat 
Justifikasi 

: a) Ketersediaaan sarana dan prasarana pada masing-masing jenis gangguan hutan yang 
dimiliki oleh PT Wijaya Kencana Indonesia, yaitu dirinci seperti tabel berikut : 
No. Jenis 

Gangguan 
Hutan 

Sarana 
Prasarana 

Jumlah Lokasi Ket 

1 
 

Perambahan 
Kawasan 
  

Plang/ Baliho 
Himbauan 
Dilarang 
Membuka Hutan 
dengan Cara 
Membakar, Mari 
Bijak Cegah 
Karhutla 

1 Km 12  

           
2 Pemanenan 

atau 
penebangan 

Plang/ Baliho 
Himbauan 
Dilarang 

- - Tidak Ada 
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tanpa izin/ 
Illegal Logging 

Melakukan 
Pencurian kayu/ 
Illegal logging 

           
3 Pencegahan 

dan 
pemadaman 
kebakaran 

Plang/ Baliho 
Himbauan 
Antisipasi 
Bahaya 
Kebakaran 
Hutan 

2 Km 14, 19 Dipasang dibeberapa 
titik, namun belum di 
pasang di lokasi 
kawasan lindung 

Plang/ Baliho 
Himbauan Stop 
Membakar 
Hutan dan 
Lahan 

3 Km 19, 20,  
28 

Dipasang dibeberapa 
titik, namun belum di 
pasang di lokasi 
kawasan lindung 

Plang/ Baliho 
Himbauan 
Dilarang 
Membuka Hutan 
dengan Cara 
Membakar, Mari 
Bijak Cegah 
Karhutla 

1 Km 12   

Sarana 
prasarana 
dalkarhutla 

 Km 0 Diverifikasi jenis dan 
jumlah nya masih 
kurang dari 50% 
sesuai ketentuan 
yaitu PermenLHK 
No. 
P.32/MenLHK/Kum.1/ 
3/2016 

Mobil Tanki 1 Km 0  
Plang FDR 2 Km 12, 

Posko 
Karhutla 
Km 0 

 

Posko 
Dalkarhutla 

1 Km 0  

Embung Air 2 Km 15 
(Blok 
2025), Km 
15 (Blok 
2022) 

 

Menara Api 1 Km 12 Bangunan Menara 
tinggi 14 meter, 
tangga belum 
dilengkapi pagar/ 
pelindung 

      
4 Hama dan 

Penyakit 
Tanaman 

Herbisida   Tidak digunakan 
Insektisida   Tidak digunakan 
Fungisida   Tidak digunakan 
Pupuk 2 Gudang 

Persemaian 
Km 0 

NPK, Atonik, 
Gandasil D 

           
5 Perburuan 

Flora dan 
Fauna 

Pos Security 1 Km 0 - Posisi pos tidak 
dilengkapi dengan 
portal dan tidak 
ada personil yang 
ditugaskan dan 
berjaga di pos 
pada pagi – sore, 
penjagaan di mulai 
malam hari oleh 
wakar 
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- Pos security perlu 
ditempatkan juga 
di km 4 (simpang 
LS) 

Plang/ Baliho 
Himbauan 
Dilarang 
Berburu Satwa 
Liar 

4 Km 7, 13, 
15 

Dipasang dibeberapa 
titik, namun belum di 
pasang di lokasi 
kawasan lindung 

Plang/ Baliho 
Himbauan 
Dilarang 
Berburu, 
Menembak, 
Memikat, 
Menjaring 
Burung & Satwa 
Liar 

2 Km 12, 15 Dipasang dibeberapa 
titik, namun belum di 
pasang di lokasi 
kawasan lindung 

Plang/ Baliho 
Lindungi dan 
Sayangi Kami 

4 SS Gruak 
Km 9, SS 
Borne Km 
12, SS 
Borne Kiri 
Km 15, Km 
10 

 

      
6 Penambangan 

Illegal 
Plang/ Baliho 
Himbauan 
Dilarang 
Melakukan 
Penambangan 
Illegal 

- - Tidak Ada 

b) Sarana prasarana gangguan hutan, ada sebagian belum lengkap sebagaimana yang 
terinci pada tabel diatas. Hasil pemeriksaan lapangan sarana prasarana perlindungan 
dan pengamanan hutan dalam kondisi berfungsi dengan baik 

c. Verifier 3.2.3 : Ketersediaan SDM perlindungan hutan yang memadai didukung dengan pemanfaatan 
teknologi 

Bobot : 1 

NILAI : BURUK 

Uraian Singkat 
Justifikasi 

: a. Dukungan SDM Perlindungan dan Pengamanan Hutan PBPH PT Wijaya Kencana 
Indonesia saat ini, terdiri dari : 

No. 
Unit Kerja 

Perlindungan dan 
Pengamanan Hutan 

Kewajiban 
Jumlah 
Personil 
(terkini) 

Personel 
Certified 

1. Regu Pemadam 
Kebakaran 

1 regu (15 
personil) 

1 regu (15 
personil) 

0 

2. Security 6 1 0 

b. Jumlah personel (security) dari setiap unit kerja dinilai tidak proporsional berdasarkan 
intensitas kejadian perkara (frekuensi per tahun), dukungan fasilitas teknologi dan luasan 
PBPH nya. 

c. Keberadaan personel terlatih (memilki sertifikat pelatihan sesuai bidang kegiatan 
perlindungan pengamanan hutan), dinilai tidak ada. 

d. PT Wijaya Kencana Indonesia belum memiliki MoU atau kesepakatan Masyarakat Peduli 
Api (MPA) dengan Desa Binaan. 

e. PT Wijaya Kencana Indonesia sebagian telah memanfaatkan teknologi dalam 
melaksanakan kegiatan perlindungan hutan seperti melakukan pemantauan hotspot 
secara berkala setiap bulan dengan memanfaatkan data dari website SiPongi. 
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Sedangkan untuk memanfaatkan teknologi lainnya dalam melaksanakan kegiatan 
perlindungan hutan seperti penggunaan drone, CCTV dan lainnya dalam kegiatan 
pengamanan dan perlindungan hutan belum dilakukan 

d. Verifier 3.2.4 : Efektifitas pelaksanaan perlindungan hutan (preemptif/ preventif/ represif) 

Bobot : 2 

NILAI : SEDANG 

Uraian Singkat 
Justifikasi 

: a) Berdasarkan pemeriksaan terhadap hasil kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan 
yang terkait dengan : 
- tindakan preemtif, dinilai telah sepenuhnya sesuai 1) Sosialisasi secara langsung 

kepada Desa Sosepe Tahun 2025 terkait sosialisasi visi, misi, tujuan perusahaan, 
batas areal kerja dan kawasan lindung, tanggal 30 Januari 2025; 2) Sosialisasi secara 
langsung kepada Desa Kelo Tahun 2025 terkait sosialisasi visi, misi, tujuan 
perusahaan, batas areal kerja dan kawasan lindung, tanggal 20 Januari 2025. 

- tindakan preventif, dinilai telah sepenuhnya sesuai dengan SOP, aksi di lapangan 
berupa 1) Penempatan pos security di km 0 logpond Sosepe, namun kondisi pos 
security tidak ada petugas yang berjaga pada pagi – sore dan jumlah pos security 
masih kurang (perlu ditambah pos di km 4); 2) Penyediaan 1 regu inti dalkarhutla 
dengan total personil 15 orang (kewajiban jumlah personil dalam regu inti sesuai 
PermenLHK Nomor: P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 yaitu 1 regu inti berjumlah 15 
personil), seluruh personil regu inti belum memiliki kualifikasi/ sertifikat pelatihan; 3) 
memiliki embung air sebagai sumber air saat terjadi kebakaran yaitu di 2 titik/ lokasi di 
Km 15 (Blok RKT 2025) dan Km 15 (Blok RKT 2022); 4) memasang plang-plang 
perlindungan hutan berupa larangan membuka hutan dengan cara membakar, 
membakar hutan & lahan, larangan berburu satwa liar; 5) melakukan kegiatan patroli 
perlindungan hutan 1x dalam sebulan di lokasi Blok RKT, namun intensitas kegiatan 
patroli masih kurang dan belum dilakukan patroli di kawasan lindung; 6) 
menyampaikan laporan pengendalian kebakaran hutan dan lahan setiap bulan melalui 
elektronik/ online di website SIPONGI periode Juni 2024 s.d September 2025. 

b) Sebagain dari setiap tindakan sesuai dimaksud butir a) yang tercatat atau terdokumentasi. 
c) PT Wijaya Kencana Indonesia telah mengimplementasikan sebagian kegiatan 

perlindungan hutan melalui metode preemtif, preventif, dan represif. Kegiatan perlindungan 
hutan yang belum optimal diantaranya : 

1) Ketersediaan sarana prasarana kebakaran masih kurang dalam menunjang kegiatan 
perlindungan hutan; 

2) Jumlah SDM dan kualifikasi personil perlindungan hutan masih kurang (dalkarhutla 
dan security); 

3) Belum membuat kesepakatan/MoU terkait pembentukan Masyarakat Peduli Api 
dengan 4 (empat) desa binan yaitu Desa Sosepe, Desa Kelo, Desa Woi dan Desa 
Sum. 

4) Belum memiliki Peta Potensi Rawan Kebakaran untuk mempermudah identifikasi areal 
rawan kebakaran; 

5) Belum ada pengukuran FDR dengan memanfaatkan suhu, dan kelembaban; 

6) Kegiatan represif terkait penambangan illegal dan Kebun Pala & Cengkeh di Kebun 
Benih belum dilaporkan ke instansi terkait. 

Nilai Kinerja Indikator 
3.2 

: (9 / 15) x 100% = 60,00%  (SEDANG) 

3. Indikator 3.3 : Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia akibat 
pemanfaatan hutan 

a. Verifier 3.3.1 : Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan 
kimia 

Bobot : 1 

NILAI : SEDANG 
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Uraian Singkat 
Justifikasi 

: a. PBPH PT Wijaya Kencana Indonesia telah memilki SOP pengelolaan dan pemantauan 
lingkungan terkait penanganan dampak fisik dan kimia dari kegiatan usaha pemanfaatan 
hutannya, meliputi. 

No 

Jenis Pengelolaan dan/ 
atau Pemantauan Fisik 

Kimia serta Pengelolaan 
Limbah B3 

Prosedur 

A. Komponen Fisik Kimia 

1. Penurunan Kualitas Udara SOP Penurunan Kualitas Udara, Nomor Dok : SO-4-20, 
Revisi : 00, terbit 5 November 2023. Dalam SOP belum 
diatur metode teknis pengukuran kualitas udara. 

2. Peningkatan kebisingan SOP Penurunan Kebisingan, Nomor Dok : SO-4-21, 
Revisi : 00, terbit 5 November 2023. Dalam SOP belum 
diatur metode teknis pengukuran kebisingan. 

3. Perubahan kesuburan 
tanah 

SOP Penurunan Kualitas Udara, Nomor Dok : SO-4-22, 
Revisi : 00, terbit 5 November 2023. 

4. Peningkatan Erosi Tanah - SOP Pengukuran dan Pengelohan Data Erosi Tanah, 
Nomor Dok : SO-4-09, Revisi : 00, terbit : 14 
November 2023. 

- SOP Konservasi Tanah dan Air di Areal Tebangan, 
Nomor Dok : SO-4-10, Revisi : 00, terbit 14 
November 2023. 

- SOP Konservasi Tanah dan Air di Lokasi Jalan 
Hutan, TPK, dan TPn, Nomor Dok : SO-4-11, Revisi 
: 00, terbit 14 November 2023. 

5. Perubahan Laju 
Sedimentasi 

SOP Pemantauan Kualitas Air, Nomor Dok : SO-4-21, 
Revisi : 00, terbit 14 November 2023. SOP tidak 
memuat acuan/referensi yang digunakan dalam teknis 
pemantauan kualitas air.  

6. Perubahan Kualitas Air 
permukaan 

7. Peningkatan Debit Aliran 
Permukaan 
 

SOP Pengukuran Debit Air Sungai, Nomor Dok : SO-4-
20, Revisi : 00, terbit 14 November 2023. SOP tidak 
memuat acuan/referensi yang digunakan dalam teknis 
pengukuran debit air sungai.  

8. Perubahan Iklim Mikro - SOP Pengukuran Curah Hujan, Nomor Dok : SO-4-
08, Revisi : 00, terbit 14 November 2023. Acuan SOP 
tidak tepat karena mencantumkan Stasiun 
Pengamatan Arus Sungal (SPAS). 

B. Pengelolaan Limbah B3 

1. Pengelolaan limbah B3 SOP Penanganan Limbah B3, Nomor Dok : SO-4-15, 
Revisi : 00, terbit 14 November 2023. 
SOP belum mencantumkan/merujuk peraturan terkait : 

- PP RI No. 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan 
perlindungan dan pengelolaan lingkungan 

- Permenlhk No. 6 Tahun 2021 tentang tata cara 
persyaratan pengelolaan limbah bahan berbahaya 
dan beracun 

- PermenLHK No. 014 tahun 2021 tentang 
Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah 

2. Pengelolaan limbah 
domestik 

 

b) SOP yang dimiliki saat ini sesuai dimaksud butir a), dinilai ; 
- telah lengkap sesuai dampak fisik dan kimia yang teridentifikasi dalam dokumen 

RKL RPL Tahun 2015. 
- telah memilki SOP terkait penanganan limbah B3 
- Sebagian prosedur masih ada yang belum sesuai dengan acuan teknis baku 

penyusunan SOP 
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b. Verifier 3.3.2 : Ketersediaan sarana prasarana/peralatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap 
komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 yang didukung dengan SDM yang 
memadai 

Bobot : 1 

NILAI : SEDANG 

Uraian Singkat 
Justifikasi 

: a) Keberadaan sarana prasarana untuk penanganan dampat fisik dan kimia termasuk 
pengelolaan B3 yang dimiliki PBPH PT Wijaya Kencana Indonesia sebagian sesuai 
dengan dokumen RKL RPL, namun untuk sarana prasarana seperti TPS Limbah B3 tidak 
tersedia dan sarpras lainnya seperti workshop bengkel, tangki penyimpanan BBM, rumah 
mesin genset belum optimal dikarenakan lantai dasar bangunan masih berupa tanah, 
belum di cor (kedap air). 

b) PT WKI telah memiliki memiliki 1 (satu) personil SDM yang berkompeten/ berkualifikasi 
dalam kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan 
kimia, yaitu GANISPH Binhut atas nama Sarif Nasir dengan No. Register : 03240022047 
sesuai Persetujuan Penugasan GANISPH No. 141024024 tanggal 14 Oktober 2024, 
masa berlaku penugasan s.d tanggal 21 Agustus 2029 dan Persetujuan Penempatan 
GANISPH No. 146089063160 tanggal 19 Desember 2024, masa berlaku penempatan s.d 
tanggal 21 Agustus 2029 dan memiliki Sertifikat Kompetensi Nomor 02403 3143 6 
0002908 2024. 

c) Selain itu untuk SDM pengelolaan B3, PT Wijaya Kencana Indonesia belum memiliki SDM 
yang berkompeten/ berkualifikasi sebagai PLB3/ OPLB3. 

c. Verifier 3.3.3 : Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia 
termasuk pengelolaan limbah B3 sesuai dengan dokumen lingkungan 

Bobot : 2 

NILAI : SEDANG 

Uraian Singkat 
Justifikasi 

: Implementasi pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia 
termasuk pengelolaan limbah B3 sebagian sudah dilakukan oleh PT Wijaya Kencana 
Indonesia namun belum optimal, sehingga dampak lingkungan belum dapat dianalisis. 

Nilai Kinerja Indikator 
3.3 

 (8/12) x 100%  = 66,67% (SEDANG) 

4. Indikator 3.4 : Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (endangered), 
jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik 

a. Verifier 3.4.1 : Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, 
terancam punah dan endemik di areal PBPH 

Bobot : 1 

NILAI : SEDANG 

Uraian Singkat 
Justifikasi 

: PT Wijaya Kencana Indonesia telah menyediakan prosedur identifikasi flora dan fauna yang 
dilindungi di areal PBPH PT WKI, yaitu berupa : 
a. SOP Identifikasi Flora Dilindungi. No. Dok : SO-5-16, Revisi: 01, Terbit: 14/11/2023. 
b. SOP Identifikasi Fauna Dilindungi. No. Dok : SO-4-17, Revisi: 01, Terbit: 14/11/2023. 
c. SOP Identifikasi Satwa Liar Langka. No. Dok : SO-4-5, Revisi: 00, Terbit: 14/11/2023. 
d. Prosedur Identifikasi Flora dan Fauna belum mencantumkan peraturan dan/ atau acuan 

referensi terbaru. 

b. Verifier 3.4.2 : Pelaksanaan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, 
terancam punah dan endemik di areal PBPH 

Bobot : 2 

NILAI : SEDANG 

Uraian Singkat 
Justifikasi 

: Implementasi kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi di dalam areal PBPH belum 
dilakukan seluruhnya sesuai dengan prosedur. 
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c. Verifier 3.4.3 : Ketersediaan data hasil identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, 
terancam punah dan endemik di areal PBPH 

Bobot : 2 

NILAI : SEDANG 

Uraian Singkat 
Justifikasi 

: Tersedia dokumen laporan / hasil pencatatan data dari kegiatan identifikasi flora dan fauna 
yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH PT 
Wijaya Kencana Indonesia, dilengkapi peta kerjanya. Namun demikian ketersediaan data hasil 
identifikasi flora dan fauna yang dilindungi oleh PT Wijaya Kencana Indonesia belum 
sepenuhnya sesuai prosedur dan status perlindungan pada hasil identifikasi masih 
menggunakan acuan lama serta tidak didukung dengan rekaman yang memadai (foto/ video). 

Nilai Kinerja Indikator 
3.4 

 (10 / 15) x 100% = 66,69% (SEDANG) 

5. Indikator 3.5 : Pengelolaan flora dan fauna untuk : 

1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak 
rusak (kawasan yang dilindungi dan ABKT) 

2. Perlindungan terhadap species flora dan fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka 
dan terancam punah serta endemik hasil dari kegiatan identifikasi 

a. Verifier 3.5.1 : Ketersediaan prosedur terdokumentasi pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau 
langka, jarang, terancam punah dan endemik 

Bobot : 1 

NILAI : SEDANG 

Uraian Singkat 
Justifikasi 

: PT Wijaya Kencana Indonesia telah menyediakan prosedur pengelolaan flora dan fauna yang 
dilindungi di areal PBPH PT WKI, yaitu berupa : 
a. SOP Pengelolaan Flora Dilindungi. No. Dok : SO-4-18, Revisi: 00, Terbit: 14 November 

2023. 
b. SOP Pengelolaan Fauna Dilindungi. No. Dok : SO-3-09, Revisi: 01, Terbit: 16 April 2025. 
Prosedur Pengelolaan Flora dan Fauna Dilindungi belum mencantumkan acuan dalam 
penyusunan SOP. 

b. Verifier 3.5.2 : Pelaksanaan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam 
punah dan endemik 

Bobot : 2 

NILAI : SEDANG 

Uraian Singkat 
Justifikasi 

: a) PBPH PT Wijaya Kencana Indonesia melaksanakan kegiatan pengelolan flora dan fauna, 
namun belum seluruhnya dilakukan sesuai ketentuan SOP yang dibuatnya. 

b) Tersedia tetapi tidak lengkap dokumen laporan / hasil pencatatan data dari kegiatan 
pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan 
endemik di areal PBPH PT Wijaya Kencana Indonesia, dan dilengkapi peta kerjanya. 

c) Selain itu dalam hal pengelolaan fauna PT Wijaya Kencana Indonesia belum sepenuhnya 
mengacu pada ketentuan : 
1. Belum ada pembentukan tim monitoring satwa liar/mitigasi konflik satwa dan 

manusia 
2. Belum diadakan pelatihan untuk peningkatan kapasitas SDM terkait perlindungan 

satwa liar 

c. Verifier 3.5.3 : Kondisi flora dan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik dan 
habitatnya di areal PBPH 

Bobot : 2 

NILAI : SEDANG 

Uraian Singkat 
Justifikasi 

: a) Kondisi flora dan fauna dilindungi yang berada di areal PBPH PT Wijaya Kencana 
Indonesia dapat diketahui dengan ketersediaan alokasi areal sebagai habitat, lintasan, 
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gangguan dari pihak luar seperti perburuan satwa, illegal logging, perambahan kawasan 
hutan, penambangan emas secara illegal dll. 

b) Dalam menjaga kondisi flora dan fauna di dalam areal PBPH, PT Wijaya Kencana 
Indonesia telah memiliki upaya dalam hal beberapa hal, yaitu sebagai berikut : 
- Melakukan penandaan batas Kawasan Lindung secara rutin sesuai dengan Blok 

RKT berjalan; 
- Mengalokasikan kawasan lindung dengan total luas 11.145 Hektar, terdiri dari 1) 

Buffer Zone Hutan Lindung luas 1.943 Hektar; 2) Kawasan Lereng >40% luas 3.233 
Hektar; 3) Sempadan Sungai luas 801 Hektar; 4) Perlindungan Areal Karst luas 
3.792 Hektar; 5) KPPN luas 462 Hektar; 6) KPSL luas 370 Hektar dan 7) Kebun 
Benih luas 544 Hektar sebagai tempat flora dan fauna/ satwa dilindungi; 

- Pemasangan papan-papan himbauan seperti dilarang berburu, membakar hutan 
dan lahan, plang fauna dilindungi. 

c) Berdasarkan verifier 3.1.5 terdapat gangguan pada kawasan lindung Kebun Benih yaitu 
terdapat Kebun Pala & Cengkeh dan penambangan batu illegal. Selain itu dijumpai 
langsung di lapangan terdapat aktifitas masyarakat melakukan perburuan burung. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan auditor sosial 

d) Selanjutnya berdasarkan informasi dari auditor sosial sesuai hasil wawancara dengan 
beberapa masyarakat, diperoleh informasi bahwa masyarakat masih melakukan 
perburuan dengan sistem jerat dan senapan. Diverifikasi hasil buruan yaitu burung nuri, 
kakatua, gagak cendrawasih dan elang bondol termasuk satwa yang dilindungi sesuai 
dengan PerMenLHK Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tanggal 28 
Desember 2018. 

e) Dengan demikian masih terdapat gangguan terhadap flora dan fauna yang dilindungi di 
dalam areal PBPH PT Wijaya Kencana Indonesia, dikarenakan masih adanya kebun, 
perburuan dan penambangan batu illegal yang dilakukan oleh masyarakat sekitar hutan. 

Nilai Kinerja Indikator 
3.5 

 (10 / 15) x 100%  = 66,67% (SEDANG) 

 

D. Aspek SOSIAL 
 

1. Indikator 4.1 : Kejelasan deliniasi/batas areal kerja pemegang PBPH Hutan Produksi dengan wilayah 
masyarakat hukum adat dan/atau penguasaan lahan oleh masyarakat setempat di 
dalam areal PBPH Hutan Produksi 

a. Verifier 4.1.1 : Ketersediaan prosedur identifikasi keberadaan dan hak- hak dasar masyarakat hukum adat 
dan/atau masyarakat setempat, dan deliniasi areal kerja termasuk penandaan batas secara 
partisipatif. 

Bobot : 1 

NILAI : SEDANG 

Uraian Singkat 
Justifikasi 

: a)  PBPH PT Wijaya Kencana Indonesia telah membuat dan menetapkan prosedur untuk 
pelaksanaan kegiatan : 

1. Identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau 
masyarakat setempat; dan 

2. Deliniasi dan penandaan batas wilayah masyarakat hukum adat dan/atau 
masyarakat setempat secara partisipatif 

Sesuai dokumen SOP Identifikasi Hak-hak Tradisional/Adat Masyarakat (Nomor Dok. : 
SO-5-05 Rev.00) tanggal 28 Febuari 2024, SOP Akses Masyarakat Terhadap Hutan 
(Nomor Dok. : SO-5-02 Rev.00) tanggal 28 Febuari 2024 dan SOP Penentuan Batas 
Partisipatif (Nomor dok. : SO-5-03 Rev.00) tanggal 28 Febuari 2024. 

b) SOP tersebut diatas, telah menggunakan acuan sebagian belum memiliki sistimatika yang 
lengkap, termasuk refrensi/acuan, serta disesuaikan kepada peraturan yang terbaru. 

b. Verifier 4.1.2 : Ketersediaan rekaman hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar 
masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat 

Bobot : 1 
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NILAI : SEDANG 

Uraian Singkat 
Justifikasi 

: a) PBPH PT Wijaya Kencana Indonesia  telah menetapkan rencana kerja kegiatan 
identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukumadat dan/atau masyarakat 
setempat, tertuang dalam : 
- Peta Sebaran Desa PBPH PT Wijaya Kencana Indonesia skala 1 : 50.000, areal 

PT Wijaya Kencana Indonesia masuk wilayah administrasi 3 (tiga) kecamatan 
yaitu Kec. Obi, Kec. Obi Timur dan Obi Selatan, Kab. Halmahera Selatan 

- Peta Kebun di dalam Areal PT Wijaya Kencana Indonesia skala 1 : 10.000, di 
dalam areal PT Wijaya Kencana Indonesia terdapat pemanfaatan lahan oleh 
masyarakat atau kelompok masyarakat sekitar berupa : Kebun Cengkeh, Pala 
dan Coklat, PT Wijaya Kencana Indonesia sudah melakukan deliniasi terhadap 
kebun tersebut dalam peta seluas ± 1.247 Ha, namun baru sebagian dilakukan 
identifikasi dilapangan 

- Peta RKUPH PT Wijaya Kencana Indonesia Periode Tahun 2017 - 2026 skala 1 : 
50.000, terdapat informasi terkait desa-desa sekitar areal PT Wijaya Kencana 
Indonesia dan informasi keberadaan pemanfaatan lahan oleh masyarakat sekitar 
diareal PT Wijaya Kencana Indonesia. 

- Revisi RKUPH PT Wijaya Kencana Indonesia Periode tahun 2017 - 2026 (Tahun 
2022) dan telah disahkan berdasarkan SK. Nomor: SK.9609/MenLHK 
PHL/PUPH/HPL.1/12/2022 tanggal 6 Desember 2022, merupakan dokumen 
rencana operasional perusahaan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun. 

- RKUPH PT Wijaya Kencana Indonesia periode 2017 -2026, dan telah disahkan 
berdasarkan SK.30 Tahun 2024 tanggal 9 Januari 2024, merupakan dokumen 
rencana operasional perusahaan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun. 

- RKTPH Tahun 2024 - 2025, merupakan dokumen rencana operasional 
perusahaan pada tahun berjalan 

- Laporan SIA di PT Wijaya Kencana Indonesia Tahun 2025 
- Laporan NKT di PT Wijaya Kencana Indonesia Tahun 2025 
- Tersedia data areal klaim PT Wijaya Kencana Indonesia namun masih sebagian 

yang identifikasi dilapangan 
b) Kegiatan idenfikasi telah dilaksanakan pada tahun 2024 -2025 

- Hasil kegiatan tidak seluruhnya sesuai dengan pedoman teknis/ ketentuan yang 
diberlakukan, belum terdapat dokumen atau Peta terkait pemanfaatan lahan oleh 
Masyarakat sekitar (ladang/kebun,HHBK,berburu) diarealnya secara lengkap. 

c) PT Wijaya Kencana Indonesia memiliki rekaman yang berisi data dan informasi hasil 
pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat 
dan/atau masyarakat setempat, namun belum seluruhnya sesuai dengan prosedur yang 
mengacu pada pedoman teknis dan perundangan yang berlaku. 

c. Verifier 4.1.3 : Hasil deliniasi dan implementasi penandaan batas secara partisipatif di areal PBPH yang 
dikuasai oleh masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat sesuai prosedur 

Bobot : 2 

NILAI : SEDANG 

Uraian Singkat 
Justifikasi 

: PT Wijaya Kencana Indonesia telah melakukan deliniasi dan implementasi penandaaan batas 
secara partisipatif pada sebagian di areal PBPH PT Wijaya Kencana Indonesia yang dikuasai 
masyarakat adalah tertuang dalam : 
1) 50.000, areal PT Wijaya Kencana Indonesia masuk wilayah administrasi 3 (tiga) 

kecamatan yaitu Kec. Obi, Kec. Obi Timur dan Kec. Obi Selatan, Kab. Halmahera 
Selatan. 

2) Peta Kebun Di dalam Areal PT Wijaya Kencana Indonesia skala 1 : 10.000, di dalam 
areal PT Wijaya Kencana Indonesia banyak ditemukan pemanfaatan lahan oleh 
masyarakat atau kelompok masyarakat sekitar berupa Kebun Cengkeh, Pala dan 
Coklat, sudah dilakukan deliniasi dalam peta terhadap kebun masyarakat seluas ± 1.247 
Ha, akan tetapi belum mencakup seluruh areal.  
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3) PT Wijaya Kencana Indonesia belum melakukan penataan secara partisipatif 
terhadap areal pemanfaatan lahan oleh masyarakat, akan tetapi baru tahap identifikasi 
sebagian di lapangan. 

PT Wijaya Kencana Indonesia telah melakukan deliniasi dan implementasi penandaan 
terhadap sebagian batas secara partisipatif di arealnya, akan tetapi tidak didukung dengan 
rekaman yang lengkap sesuai pelaksanaan dan prosedur. 

Nilai Kinerja Indikator 
4.1 

: ( 8 / 12 )  X 100% = 66,67 % (SEDANG) 

2. Indikator 4.2 : Tersedia sistem resolusi konflik dan implementasi penanganan konflik yang sistematis 
dan terukur 

a. Verifier 4.2.1 : Tersedia laporan pemetaan potensi konflik 

Bobot : 2 

NILAI : SEDANG 

Uraian Singkat 
Justifikasi 

: a) PBPH PT Wijaya Kencana Indonesia telah menyusun laporan pemetaan dan potensi 
konflik di areal PBPH setiap enam bulan sekali. Namun penyampaian laporan tersebut 
kepada dinas terkait  belum dilakukan secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali.  

b) Selama periode audit bulan Januari 2024 .s.d. November 2025, terdapat Laporan Hasil 
Pemetaan Konflik berupa : 
1. Laporan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik Semester I Tahun 2024 PT Wijaya 

Kencana Indonesia dengan kategori Terkendali  (serta terdapat surat tanda terima 
pengiriman Laporan ke Dinas Kehutanan Prov. Maluku Utara pada tanggal 20 
Januari 2025 ) 

2. Laporan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik Semester II Tahun 2024 PT Wijaya 
Kencana Indonesia dengan kategori Terkendali (serta terdapat surat tanda terima 
pengiriman Laporan ke Dinas Kehutanan Prov. Maluku Utara pada tanggal 20 
Januari 2025 ) 

3. Laporan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik Semester I Tahun 2025 PT Wijaya 
Kencana Indonesia dengan kategori Terkendali (serta terdapat surat tanda terima 
pengiriman Laporan ke Dinas Kehutanan Prov. Maluku Utara pada tanggal 18 
Agustus 2025).  

c) Berdasarkan hasil telaahan terhadap seluruh laporan sesuai dimaksud point b), diketahui 
laporan dibuat : 
- Telah  mengacu sesuai PermenLHK Nomor P.8 Tahun 2021 Lampiran V. 
- Belum mencakup seluruh potensi konflik yang ada teridentifikasi 

Selama periode audit Penilikan ke-1 PT Wijaya Kencana Indonesia telah menyusun Laporan 
Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik tahun 2024-2025 dan telah disampaikan ke Instansi 
yang berwenang (Dishut Maluku Utara) namun tidak disampaikan ke BPHL Wil XIV Ambon, 
serta tidak sesuai dengan tata waktunya. 

b. Verifier 4.2.2 : Tersedia Mekanisme resolusi konflik 

Bobot : 1 

NILAI : SEDANG 

Uraian Singkat 
Justifikasi 

: a) PBPH PT Wijaya Kencana Indonesia telah  memilki dokumen prosedur terkait mekanisme 
pengaturan dalam rangka penyelesaian konflik areal dengan masyarakat di areal PBPH 
tertuang dalam : 
1. SOP Pemetaan Potensi Konflik (Nomor dok. : SO-5-04 Rev.00) tanggal 28 Febuari 

2024, dibuat oleh Kabag.PMDH/Kelola Sosial, diperiksa oleh, Manager Camp dan 
disetujui oleh Direktur 

b) Berdasarkan hasil telaahan, dokumen prosedur resolusi konflik sesuai dimaksud butir a) : 
- Sudah disosialisasikan ke desa binaan 
- Belum disepakati kepada pihak terkait  

PT WKI memiliki Prosedur Penyelesaian Konlfik dengan Masyarakat, namun belum 
seluruhnya mengakomodir peraturan yang berlaku (P.8 Tahun 2021 Lampiran V). 

c. Verifier 4.2.3 : Tersedia kelembagaan penanganan konflik yang didukung dengan pendanaan 
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Bobot : 1 

NILAI : BAIK 

Uraian Singkat 
Justifikasi 

: a) PBPH PT Wijaya Kencana Indonesia telah membentuk kelembagaan untuk penanganan 
konflik, sesuai yang ditetapkan oleh Direktur Utama (Arnold S). Terdapat surat 
penunjukkan lembaga penyelesaian konflik tanggal 3 Januari 2022. terdiri dari unsur :  
- Karyawan PT Wijaya Kencana Indonesia 
- Kepala desa sekitar areal 
- Lembaga desa sekitar 

b) Kelembagaan yang dibentuk sesuai dimaksud butir a) : 
- Telah melibatkan para pihak terkait; dan 
- Uraian peran dari setiap pihak belum terdeskripsi secara jelas 

c) PT Wijaya Kencana Indonesia memiliki struktur organisasi/lembaga penanganan konflik 
yang melibatkan para pihak, PT Wijaya Kencana Indonesia telah menyiapkan anggaran 
untuk penanganan konflik, sesuai dengan kebutuhan yang pengalokasiannya menurut 
tahapan penyelesaian konflik berdasarkan ketentuan peraturan perundangan 

d. Verifier 4.2.4 : Tersedia rencana resolusi konflik berbasis hasil identifikasi pemetaan konflik 

Bobot : 1 

NILAI : SEDANG 

Uraian Singkat 
Justifikasi 

: a) PBPH PT Wijaya Kencana Indonesia telah menetapkan rencana resolusi konflik di areal 
PBPH nya, sesuai Identifikasi dan Pemetaan Serta Resolusi Konflik Tahun 2024 yang 
disusun berdasarkan hasil pemetaan konflik, namun belum melibatkan para pihak.. 

b) Dokumen resolusi konflik sesuai dimaksud butir a),sudah memuat :  
- sasaran lokasi konflik, termasuk sasaran yang belum dicapai pada tahun 

sebelumnya; 
- tata waktu; 
- alokasi sumber daya (SDM dan biaya); 
- mekanisme kerja; 

PT Wijaya Kencana Indonesia telah memiliki dokumen rencana resolusi konflik pada tahun 
2024 sebagai acuan dalam penanganan potensi konflik di areal PBPH, namun untuk tahun 
2025 PT Wijaya Kencana Indonesia belum menyusun rencana resolusi konflik serta belum 
memuat monitoring dan evaluasinya. 

e. Verifier 4.2.5 : Realisasi pelaksanaan penanganan konflik yang terdokumentasi. 

Bobot : 2 

NILAI : BURUK 

Uraian Singkat 
Justifikasi 
 

: Pada periode Penilikan ke-1, hasil telahaan dokumen Rencana  identifikasi konflik tahun 2024 
PT Wijaya Kencana Indonesia menunjukan bahwa perusahaan masih berada pada tahap 
pembetukan Kelompok Tani Hutan (KTH) serta sosialisasi Kemitraan Konsesi kepada 
masyarakat. Kegiatan tersebut masih merupakan tahap persiapan, sehingga saat ini belum 
terdapat realisasi pelaksaanaan penangan konflik dilapangan yang dapat dilaporkan kepada 
instansi yang  berwenang. 

Nilai Kinerja Indikator 
4.2 

: ( 13/ 21) x 100 % = 61,90 % ( SEDANG) 

3. Indikator 4.3 : Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para 
pihak 

a. Verifier 4.3.1 : Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang 
terlibat, tergantung, dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh pemegang PBPH. 

Bobot : 1 

NILAI : SEDANG 

Uraian Singkat 
Justifikasi 

: a) PBPH PT Wijaya Kencana Indonesia melakukan  kegiatan pendataan masyarakat hukum 
adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas  
pengelolaan SDH oleh PBPH PT Wijaya Kencana Indonesia tertuang : 
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- Peta Sebaran Desa PBPH PT Wijaya Kencana Indonesia skala 1 : 50.000, areal PT 
Wijaya Kencana Indonesia masuk wilayah administrasi 3 (tiga) kecamatan yaitu 
Kec. Obi, Kec. Obi Timur dan Obi Selatan, Kab. Halmahera Selatan 

- Peta Kebun di dalam Areal PT Wijaya Kencana Indonesia skala 1 : 10.000, di dalam 
areal PT Wijaya Kencana Indonesia terdapat pemanfaatan lahan oleh masyarakat 
atau kelompok masyarakat sekitar berupa : Kebun Cengkeh, Pala dan Coklat, PT 
Wijaya Kencana Indonesia sudah melakukan deliniasi terhadap kebun tersebut 
dalam peta seluas ± 1.247 Ha, namun baru sebagian dilakukan identifikasi 
dilapangan 

- Data Karyawan PT Wijaya Kencana Indonesia tahun 2024 - 2025 
- Dokumen Rencana fisik dan biaya Kelola sosial tahun 2024 – 2025 
- Laporan SIA di PT Wijaya Kencana Indonesia Tahun 2025 
- Laporan NKT di PT Wijaya Kencana Indonesia Tahun 2025 
- Tersedia data areal klaim PT Wijaya Kencana Indonesia namun masih sebagian 

yang identifikasi dilapangan 
b) Berdasarkan hasil tinjauan terhadap dokumen sebagaimana dimaksud butir a) : 

- Data dan informasi  belum mencakup seluruh desa yang berada di sekitar areal  
PBPH PT Wijaya Kencana Indonesia. 

- Dilakukan updating setiap 5 (lima) tahun sekali 
PT Wijaya Kencana Indonesia memiliki sebagian data dan informasi masyarakat hukum adat 
dan/ atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas 
pengelolaan SDH dan telah diperbaharui seperti data karyawan lokal dan non lokal, 
dokumen/laporan Sosial Impact Assasment tahun 2025. 

 Verifier 4.3.2 : Ketersediaan mekanisme peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat 
dan/atau masyarakat setempat 

Bobot : 1 

NILAI : BAIK 

Uraian Singkat 
Justifikasi 

: a. PBPH PT Wijaya Kencana Indonesia telah  menetapkan kebijakan atau prosedur terkait 
peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat 
setempat, sesuai dokumen  :  

1) SOP Pembinaan Desa Hutan (Nomor dok. : SO-5-01 Rev.00) tanggal 28 Febuari 
2024, dibuat oleh Kabag.PMDH/Kelola Sosial, diperiksa oleh, Manager Camp dan 
disetujui oleh Direktur 

2) SOP Akses Masyarakat Terhadap Hutan (Nomor dok. : SO-5-02 Rev.00) tanggal 
28 Febuari 2024, dibuat oleh Kabag.PMDH/Kelola Sosial, diperiksa oleh, Manager 
Camp dan disetujui oleh Direktur. 

3) SOP Perjanjian dan Kesepakatan (Nomor dok. : SO-5-08 Rev.01) tanggal 28 
Febuari 2024, dibuat oleh Kabag.PMDH/Kelola Sosial, diperiksa oleh Manager 
Camp dan disetujui oleh Direktur. 

b. Berdasarkan hasil tinjauan terhadap dokumen sesuai dimaksud butir a), dinilai belum  
mencakup seluruh masyarakat setempat. 

PT Wijaya Kencana Indonesia memiliki mekanisme yang lengkap terkait peningkatan peran 
serta dan aktivitas ekonomi produktif masyarakat sebagian telah disosialisasikan kepada 
masyarakat setempat dan telah mendapat persetujuan dari masyarakat. 

c. Verifier 4.3.3 : Keberadaan dokumen rencana pemegang PBPH yang memuat upaya peningkatan aktivitas 
ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat 

Bobot : 1 

NILAI : SEDANG 

Uraian Singkat 
Justifikasi 

: a) PBPH PT Wijaya Kencana Indonesia telah menetapkan kebijakan atau prosedur terkait 
peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat 
setempat, sesuai dokumen  : 
1) RKUPHHK-HA berbasis IHMB PT Wijaya Kencana Indonesia Periode Tahun 2017 - 

2026, berdasarkan SK.Pengesahan Nomor : SK.1112/MenLHK 
PHPL/UHP/HPL.1/3/ 2018 tanggal 13 Maret 2018 
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2) Revisi RKUPH PT Wijaya Kencana Indonesia Periode tahun 2017 - 2026 (Tahun 
2022) dan telah disahkan berdasarkan SK. Nomor: SK.9609/MenLHK-PHL/ 
PUPH/HPL.1/12/2022 tanggal 6 Desember 2022 

3) RKUPH PT Wijaya Kencana Indonesia periode 2017-2026, dan telah disahkan 
berdasarkan Nomor : SK.30 Tahun 2024 tanggal 9 Januari 2024 

4) RKTPH PT Wijaya Kencana Indonesia Tahun 2024 – 2025 
5) Rencana Opersional (RO) Kelola Sosial/PMDH Tahun 2024 dan Tahun 2025. 
6) Kesepakatan terkait Bantuan Dana Pembangunan Desa/Fee Kompensasi (Rp. 

8.000,-/M³ (untuk desa Sosepe dan Kelo). 
7) Kesepakatan Pemasangan Seling pada saat pemuatan kayu ke ponton Rp. 

2.000/M³ (bergiliran 2 desa). 
b)  Berdasarkan hasil tinjauan terhadap dokumen sesuai dimaksud butir a), dinilai belum 

mencakup seluruh masyarakat setempat 
PT Wijaya Kencana Indonesia memiliki sebagian dokumen rencana pemegang PBPH 
mengenai kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau 
masyarakat setempat, namun belum mengakomodir aspirasi Masyarakat. 

d. Verifier 4.3.4 : Implementasi kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat 
dan/atau masyarakat setempat melalui pengelolaan SDH dan peningkatan ekonomi produktif 
berkelanjutan lainnya 

Bobot : 2 

NILAI : SEDANG 

Uraian Singkat 
Justifikasi 
 

: PT Wijaya Kencana Indonesia telah mengimplementasikan kegiatan peningkatan aktifitas 
ekonomi produktif masyarakat yang tertuang dalam : 
- Peningkatan aktifitas ekonomi dalam Laporan Kelola Sosial Tahun 2024 - 2025, rata - 

rata sebesar 0 % (kegiatan sosial berupa bantuan saja) 
- Penyerapan tenaga kerja lokal Tenaga kerja lokal yang dimiliki pada : 

 Tahun 2024 (17 orang dari 62 karyawan) atau sebesar  27,42 %  

 Tahun 2025 (21 orang dari 70 karyawan) atau sebesar 30 %  
 Rata – rata 2 tahun = 28,71% 

- Kerjasama pemasangan seling pada saat pemuatan kayu di ponton dengan 2 desa, 
atau sebesar 100 % 

Sehingga persentase kegiatan peningkatan ekonomi masyarakat oleh PT Wijaya Kencana 
Indonesia sebesar : 
( 0 + 27,42 + 100) % : 3 = 42,47 % (< 50 %) 
Implementasi kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat 
dan/atau masyarakat setempat melalui pengelolaan SDH dan peningkatan ekonomi produktif 
berkelanjutan lainnya, mencapai 42,47 % (< 50%) dari rencana, tersedia rekamannya dan 
dapat dibuktikan kesesuaiannya di lapangan. 

Nilai Kinerja Indikator 
4.3 

 (11 / 15) x 100 % = 73,33 % (SEDANG) 

4. Indikator 4.4 : Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan 
yang berlaku 

a. Verifier 4.4.1 : Identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggung jawab sosial dan lingkungan 
Pemegang PBPH 

Bobot : 2 

NILAI : SEDANG 

Uraian Singkat 
Justifikasi 

: PT Wijaya Kencana Indonesia memiliki dokumen/laporan hasil identifikasi kebutuhan 
masyarakat sekitar dan program tanggung jawab sosial & lingkungan meliputi : 

1. Bantuan Dana Pembangunan Desa atau Fee Kompensasi Produksi (desa Kelo dan 
Sosepe) 

2. Bantuan Honor Aparat Desa (desa Kelo dan Sosepe) 
3. Pembuatan Pagar Rumah Masyarakat (desa Kelo dan Sosepe) 
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4. Perbaikan jalan desa dari desa Sosepe menuju desa Kelo 
5. Pemanfaatan TK sebagai karyawan PT WKI 

Program kegiatan Kelola Sosial PT Wijaya Kencana Indonesia berdasarkan proposal/usulan 
dari desa/masyarakat yang masuk, selanjutnya dimintakan persetujuan dari pimpinan dan 
baru dilaksanakan apabila sudah disetujui.  
PT Wijaya Kencana Indonesia memiliki  dokumen/ laporan hasil identifikasi kebutuhan 
masyarakat sekitar dan program tanggung jawab sosial & lingkungan yang prosesnya 
melibatkan masyarakat desa terdampak, namun belum disepakati program prioritas. 

b. Verifier 4.4.2 : Ketersediaan dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan pemegang PBPH 
sesuai ketentuan 

Bobot : 1 

NILAI : SEDANG 

Uraian Singkat 
Justifikasi 

: PT Wijaya Kencana Indonesia memiliki dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan 
lingkungan yang mencakup sebagian program prioritas sasaran yang jelas dukungan SDM, 
sarana prasarana PBPH dan anggaran dan didasarkan hasil identifikasi tertuang dalam 
dokumen : 

1) RKUPH PT Wijaya Kencana Indonesia periode 2017-2026, dan telah disahkan 
berdasarkan Nomor : 30 Tahun 2024 tanggal 9 Januari 2024 

2) RKTPH PT Wijaya Kencana Indonesia Tahun 2024 - 2025, merupakan dokumen 
rencana kegiatan PT Wijaya Kencana Indonesia pada tahun berjalan’ 

3) Rencana Opersional (RO) Kelola Sosial/PMDH Tahun 2024 dan Tahun 2025. 
4) Kesepakatan terkait Bantuan Dana Pembangunan Desa/Fee Kompensasi (Rp. 

8.000,-/M³ (untuk desa Sosepe dan Kelo). 
5) Kesepakatan Pemasangan Seling pada saat pemuatan kayu ke ponton Rp. 

2.000/M³ (bergiliran 2 desa). 
Hasil wawancara dengan bagian kelola sosial & wakil masyarakat sekitar pada saat 
wawancara langsung diperoleh informasi bahwa masyarakat telah mendapatkan sosialisasi 
terkait identifikasi kebutuhan dan program tanggung jawab sosial dari PT Wijaya Kencana 
Indonesia, namun belum seluruhnya diimplementasikan. 
PT Wijaya Kencana Indonesia memiliki dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan 
lingkungan yang mencakup sebagian program prioritas sasaran yang jelas, dukungan SDM, 
sarana prasarana PBPH dan anggaran dan didasarkan hasil identifikasi. 

c. Verifier 4.4.3 : Ketersediaan mekanisme implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang 
PBPH 

Bobot : 1 

NILAI : BAIK 

Uraian Singkat 
Justifikasi 

: PT Wijaya Kencana Indonesia memiliki mekanisme terkait implementasi tanggung jawab 
perusahaan kepada sosial dan lingkungan antar lain : 

1) SOP Pembinaan Desa Hutan (Nomor dok. : SO-5-01 Rev.0) tanggal 14 November 
2023, dibuat oleh Kabag.PMDH/Kelola Sosial, diperiksa oleh, Manager Camp dan 
disetujui oleh Direktur. 

2) SOP Akses Masyarakat Terhadap Hutan (Nomor dok. : SO-5-02 Rev.0) tanggal 14 
November 2023, dibuat oleh Kabag.PMDH/Kelola Sosial, diperiksa oleh, Manager 
CampSOP Pembayaran Dana Kompensasi (Nomor dok. : SO-5-06 Rev.0) tanggal 
14 November 2023, dibuat oleh Kabag.PMDH/Kelola Sosial, diperiksa oleh, 
Manager Camp dan disetujui oleh Direktur. dan disetujui oleh Direktur. 

3) SOP Perjanjian dan Kesepakatan (Nomor dok. : SO-5-08 Rev.0) tanggal 14 
November 2023, dibuat oleh Kabag.PMDH/Kelola Sosial, diperiksa oleh Manager 
Camp dan disetujui oleh Direktur. 

Prosedur tersebut memiliki sistimatika mencakup : pengertian, tujuan, penanggung jawab, 
lokasi kegiatan, data/masukan, hasil/keluaran, prosedur kerja. 
PT Wijaya Kencana Indonesia memiliki mekanisme implementasi tanggung jawab sosial dan 
lingkungan oleh perusahaan, yang menjamin terlaksananya seluruh program prioritas dan 
telah mendapat pengesahan dari yang berwenang 
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d. Verifier 4.4.4 : Kegiatan sosialisasi program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang 
PBPH 

Bobot : 2 

NILAI : BAIK 

Uraian Singkat 
Justifikasi 

: PT Wijaya Kencana Indonesia telah melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat 
sekitar dengan bukti : 

1) BA Sosialisasi Visi Misi dan Tujuan Perusahaan, RKT Tahun 2024, Batas Areal 
Kerja dan Kawasan Lindung kepada Masyarakat Desa Kelo Kec. Obi Timur oleh PT 
WKI Tahun 2024, tanggal 4 Maret 2024. 

2) BA Sosialisasi Visi Misi dan Tujuan Perusahaan, RKT Tahun 2024, Batas Areal 
Kerja dan Kawasan Lindung kepada Masyarakat Desa Sosepe Kec. Obi Timur oleh 
PT WKI Tahun 2024, tanggal 5 Maret 2024 

3) BA Sosialisasi Visi Misi dan Tujuan Perusahaan, RKT Tahun 2025, Batas Areal 
Kerja dan Kawasan Lindung kepada Masyarakat Desa Sosepe Kec. Obi Timur oleh 
PT WKI Tahun 2025, tanggal 30 Januari 2025 

4) BA Sosialisasi Visi Misi dan Tujuan Perusahaan, RKT Tahun 2025, Batas Areal 
Kerja dan Kawasan Lindung kepada Masyarakat Desa Kelo Kec. Obi Timur oleh PT 
WKI Tahun 2025, tanggal 20 Januari 2025 

Hasil wawancara dengan wakil masyarakat sekitar secara langsung dengan Kades desa Kelo 
(Ibu Irmawati suaib) dan Sekdes desa Sosepe (Bpk Naser Laseba) diperoleh informasi bahwa 
PT Wijaya Kencana Indonesia telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat desa 
terdampak terkait Visi Misi dan Tujuan Perusahaan, Blok RKT Tahun Berjalan, Batas Areal 
Kerja dan Kawasan Lindung, namun belum di jelaskan secara detail terkait Kelola sosial. 
PT Wijaya Kencana Indonesia telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar terkait 
program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan kepada Masyarakat sekitar. 

e. Verifier 4.4.5 : Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH 

Bobot : 2 

NILAI : BAIK 

Uraian Singkat 
Justifikasi 
 

: PT Wijaya Kencana Indonesia memiliki rencana dan realisasi kegiatan Kelola Sosial tahun 
2024 - 2025 sebagai berikut : 

1) Laporan Rencana dan realisasi Kelola Sosial/CD PT Wijaya Kencana Indonesia 
Tahun 2024 – 2025. 

2) BA Serah Terima kegiatan kelola sosial/CD PT Wijaya Kencana Indonesia Tahun 
2024 - 2025  

3) Kelengkapan laporan dan bukti penyampaian kepada instansi terkait 
Rekapitulasi kegiatan kelola sosial PT Wijaya Kencana Indonesia tahun 2024 - 2025 sebagai 
berikut : 

No Tahun Rencana 
(Rp) 

Realisasi 
(Rp) 

Prosentase 
(%) 

1. 2024 
(Semester I & II) 

1.121.500.000 1.118.277.760 99,71% 

2. 2025 
(Semester I & II ) 

1.539.770.000 1.001.021.840 65,01% 

 Rata - rata 82,36 % 
PT Wijaya Kencana Indonesia telah merealisasi pelaksanaan tanggung jawab Sosial dan 
lingkungan yang dapat dibuktikan di lapangan mencapai 82,36 % dari rencana, serta didukung 
dengan dokumentasi yang cukup, namun kegiatannya yang dominan berupa proposal/usulan 
dari desa/masyarakat yang masuk dan laporan disampaikan ke instansi yang berwenang 

Nilai Kinerja Indikator 
4.4 

 ( 21 / 24) x 100 % = 87,50 % (BAIK) 

5. Indikator 4.5 : Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja 

a. Verifier 4.5.1 : Ketersediaan sarana hubungan industrial 

Bobot : 1 
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NILAI : BAIK 

Uraian Singkat 
Justifikasi 

: PT Wijaya Kencana Indonesia memiliki sarana hubungan industrial terhadap karyawannya 
tertuang dalam: 
a) Peraturan Perusahaan PT Wijaya Kencana Indonesia periode tahun 2024 - 2026 yang 

telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halmahera 
Selatan Nomor : 560/12/Transnaker/I/2024 tanggal 19 Januari 2024 tentang Pengesahan 
Peraturan Perusahaan PT WKI, dengan masa berlaku (2 tahun) sampai 18 Januari 2026, 
dan telah disosialisasikan kepada karyawan pada tanggal 29 Februari 2024 (dilengkapi 
dengan daftar hadir). 

b) Di Lingkungan PT Wijaya Kencana Indonesia belum terbentuk Serikat Pekerja akan 
tetapi Perusahaan telah mengeluarkan Surat Edaran memberikan kebebasan kepada 
karyawan/wati dilingkup PT WKI untuk mendirikan/membentuk Serikat Pekerja/Serikat 
Buruh sesuai SK Direktur Nomor: 05/WKI/TER/II/2022 tanggal 1 Februari 2022. 

c) Tersedia LKS Bipartit PT WKI sesuai SK Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja No. 
500.15.13.2/203/2025 tentang pencatatan LKS Bipartit PT WKI  pada tanggal 17 Oktober 
2025 

d) PT WKI telah memiliki sertifikat keanggotaan APHI dengan nomor 623  
e) Tersedia Dokumen Wajib Lapor Ketenagakerjaan PT Wijaya Kencana Indonesia Tahun 

2024 yang disampaikan ke Disnakertrans tanggal 17 Mei 2024 
f) Tersedia Dokumen Wajib Lapor Ketenagakerjaan PT Wijaya Kencana Indonesia Tahun 

2025 yang disampaikan ke Disnakertrans tanggal 15 April 2025 
g) Terdapat contoh SPK an. CA dan ES (PKWT) telah sesuai dengan peraturan yang 

berlaku. 

 Tidak ada karyawan dibawah umur dimana karyawan termuda pada waktu masuk kerja 
berumur 18 Tahun 11 bulan, an. KH. 

 Peraturan perundang- undangan ketenagakerjaan. 
PT Wijaya Kencana Indonesia memiliki dokumen sarana hubungan industrial yang legal dan 
lengkap, serta telah memiliki mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang 
disepakati. 

b. Verifier 4.5.2 : Implementasi kebijakan standar jenjang karier. 

Bobot : 1 

NILAI : SEDANG 

Uraian Singkat 
Justifikasi 

: PT Wijaya Kencana Indonesia memiliki dokumen standart jenjang karir yang dituangkan 
dalam PP PT Wijaya Kencana Indonesia Periode 2024 – 2026 pada Bab V-VI Pasal 19-21 
tentang Perubahan Jabatan, Ketentuan Perubahan Jabatan dan Penilaian Prestasi. Selain itu 
tersedia mekanisme/SOP jenjang karir seperti SOP Promosi Karyawan ( No.Dok : SO-6-10 
Rev.00) tanggal 28 Febuari 2024, dibuat oleh Kabag. Personalia/SDM, diperiksa oleh 
Manager Camp dan disetujui oleh Direktur. 
Implementasi peningkatan jenjang karir karyawan PT Wijaya Kencana Indonesia berupa 
peningkatan jabatan yang lebih tinggi dan perubahan upah. 
Implementasi kebijakan jenjang karir PT Wijaya Kencana Indonesia Tahun 2024 – 2025 

No Tahun Promosi Nama Keterangan 

1 2024 2 1. Ipran Mujiono 
2. Oon Dwi Wawan 

Promosi dan 
perubahan gaji  

2 2025 2 1. Agus Setyah Anam 
2. Wono Prastyah Anam 

Promosi dan 
perubahan gaji 

Berdasarkan telaahan terhadap Struktur Organisasi PT Wijaya Kencana Indonesia yang ada 
dan hasil wawancara dengan beberapa karyawan PT Wijaya Kencana Indonesia diperoleh 
informasi bahwa sebagian besar karyawan PT Wijaya Kencana Indonesia berstatus sebagai 
karyawan kontrak/tidak tetap (PKWT) 
yang tidak menjamin jenjang karir di perusahaan serta banyak ditemukan karyawan dengan 
jabatan rangkap. 
PT Wijaya Kencana Indonesia memiliki kebijakan standar jenjang karier yang berbasis 
kompetensi (pengetahuan, ketrampilan, sikap kerja), dan telah diimplementasikan sebagian 
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serta karyawan PT Wijaya Kencana Indonesia sebagian besar berstatus sebagai karyawan 
kontrak (PKWT) dan terdapat perangkapan jabatan oleh satu karyawan 
 

c. Verifier 4.5.3 : Pengembangan kompetensi SDM untuk mendukung jenjang karier 

Bobot : 2 

NILAI : SEDANG 

Uraian Singkat 
Justifikasi 

: PT Wijaya Kencana Indonesia memiliki mekanisme pengembangan SDM tertuang dalam 
peraturan perusahan PT Wijaya Kencana Indonesia periode 2024 - 2026 pada Bab VI Pasal 
24 tentang Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).  
Implementasi Pengembangan kompetensi SDM untuk mendukung jenjang karier tertuang 
dalam rencana dan realisasi pengembangan karyawan melalui pendidikan dan pelatihan. 
Rencana dan realisasi pengembangan SDM PT Wijaya Kencana Indonesia periode tahun 
2024 - 2025 sebagai berikut : 

a) Tahun 2024 realisasi 4 orang dari rencana 8 orang (50%) 
b) Tahun 2025 realisasi 4 orang dari rencana 4 orang (100 % ) 

Rata - rata pengembangan kompetensi SDM PT Wijaya Kencana Indonesia melalui pelatihan 
periode 2024 - 2025 sebesar 75 % 
Hasil telaahan terhadap kebutuhan SDM dalam struktur organisasi PT Wijaya Kencana 
Indonesia masih banyak yang belum lengkap terutama Ganisnya, akan tetapi dari PT Wijaya 
Kencana Indonesia belum ada pemenuhan jabatan tersebut melalui perencanaan 
pengembangan kompetensi SDM. 
 

d. Verifier 4.5.4 : Pemenuhan hak – hak kesejahtraan karyawan 

Bobot : 2 

NILAI : BAIK 

Uraian Singkat 
Justifikasi 
 

: Dokumen terkait dengan tunjangan kesejahteraan karyawan PT Wijaya Kencana Indonesia 
tercantum dalam : 

a) PP PT Wijaya Kencana Indonesia Periode tahun 2024 - 2026 Bab VII – Bab VIII 
Pasal 25 - 31 tentang Pegajian dan Tunjangan Kesejahteraan 

b) SK Gubernur Maluku Utara Nomor : 626/KPTS/MU/2024 tanggal 9 Desember 2024 
tentang Penetapan Besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) Ternate Tahun 2025 
sebesar Rp. 3.408.000,-. 

c) Contoh Slip Gaji Karyawan Terendah an. LOH dan KH, upah yang diterima sama 
diatas UMP yang berlaku di Kab. Maluku Utara, dan dibayarkan setiap tanggal 5 - 
10. 

d) Bukti Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan bulan Oktober 2025 sebesar 
Rp.42.899.290,- (peserta 105 Karyawan) dan November 2025 sebesar 
Rp.44.776.305,- (peserta 110 Karyawan) dan contoh kartu perserta BPJS 
Ketenagakerjaan an. Ipran Mujiono dan Wandi Sengkei. 

e) Bukti Pembayaran BPJS Kesehatan bulan Agustus 2025 sebesar Rp. 15.899.397,- 
(peserta 83 karyawan) dan bulan Oktober 2025 sebesar Rp. 16.072.460,- (peserta 
84 karyawan) dan contoh kartu BPJS Kesehatan an. Deva Libertius Susanto. 

f) Kondisi Fasilitas kesejahteraan untuk karyawan di Camp Sosepe PT Wijaya 
Kencana Indonesia yang ada saat ini seperti : Kantor, Mess Karyawan, Sarana 
Ibadah, sarana olah raga dll, cukup memadai 

g) Di Camp PT Wijaya Kencana Indonesia tidak dilengkapi Klinik perusahaan, namun 
sudah ada kerja sama dengan Polindes apabila ada karyawan yang sakit di desa 
Susepe (Bidan atau Mantri) ditanggung perusahan, dan apabila agak berat dirujuk 
ke Rumah Sakit yang ada Liuwei, selanjutnya di rujuk ke Ternate. 

Hasil wawancara dengan wakil karyawan (an. DJ ) diperoleh informasi bahwa PT Wijaya 
Kencana Indonesia telah merealisasikan seluruh tunjangan kesejahteraan kepada 
karyawannya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ada. 

Nilai Kinerja Indikator 
4.5 

 (15 / 18 ) x 100 %  = 83,33 % (BAIK) 
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Berdasarkan Nilai Kinerja Indikator pada masing-masing aspek, maka TOTAL NILAI KINERJA INDIKATOR yang 
dicapai = 48 dari nilai maksimal yang dapat dicapai = 63 atau sebesar 76,19% dengan perhitungan sebagai berikut : 
 

No. ASPEK Indikator 
Nilai Kinerja 

Indikator 
Nilai Kematangan 

Indikator 
Nilai Kinerja Indikator 

Maksimal 

1. PRASYARAT 

1.1 Sedang 2 3 

1.2 Sedang 2 3 

1.3 Baik 3 3 

1.4 Baik 3 3 

1.5 Baik 3 3 

2. PRODUKSI 

2.1 Sedang 2 3 

2.2 Sedang 2 3 

2.3 Sedang 2 3 

2.4 Sedang 2 3 

2.5 Sedang 2 3 

2.6 Sedang 2 3 

3. EKOLOGI 

3.1 Baik 3 3 

3.2 Sedang 2 3 

3.3 Sedang 2 3 

3.4 Sedang 2 3 

3.5 Sedang 2 3 

4. SOSIAL 

4.1 Sedang 2 3 

4.2 Sedang 2 3 

4.3 Sedang 2 3 

4.4 Baik 3 3 

4.5 Baik 3 3 

Jumlah 48 63 

Total Nilai Kinerja Indikator PHL 48/63 x 100% = 76,19% 
SEDANG 
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4.2  HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU : 
 

1. PRINSIP 1 : Kepastian areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atau Hak 
Pengelolaan 

a. Verifier 1.1.1.a : Dokumen legal pemberian PBPH atau hak pengelolaan. 

Nilai : Memenuhi 

Uraian singkat 
justifikasi 

: PT Wijaya Kencana Indonesia memiliki dokumen legal terkait pemberian PBPH berupa SK 
PBPH sebagai berikut : 
1) Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia No : 

21/1/IUPHHK-HA/PMDN/2016 Tanggal 18 Oktober 2016 tentang Pemberian Izin Usaha 
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Kepada PT Wijaya Kencana 
Indonesia Atas Areal Hutan Produksi seluas ±38.695 Hektar Di Kabupaten Halmahera 
Selatan, Provinsi Maluku Utara. Terdapat lampiran SK berupa ketentuan mengenai 
pemberian izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam dan Peta 
Lampiran Skala 1 : 100.000  

2) SK perubahan nomenklatur sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan No. SK.918/Menlhk/Setjen/ HPL.0/10/2021 tanggal 13 Oktober 2021, 
menjadi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan untuk kegiatan pemanfaatan hasil 
hutan kayu hutan alam. 

Berdasarkan pada Peta Penafsiran Citra Satelit skala 1:250.000, Mosaic Citra Landsat  8 
OLI + Band 653 Pansharpening Path/Row 119/60 Liputan Tanggal 27 Juli 2024 dengan 
Citra Landsat 9 Liputan tanggal 25 Januari 2024, lokasi PBPH PT Wijaya Kencana 
Indonesia berada pada areal Hutan Produksi seluas 17.146 Ha, dan Hutan Produksi 
Terbatas seluas 21.549 Ha. 

b. Verifier 1.1.1.b : Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan (N/A jika tidak 
ada) 

Nilai : Not Applicable (N/A) 

Uraian singkat 
justifikasi 

: Pada areal PBPH PT Wijaya Kencana Indonesia diverifikasi tidak terdapat penggunaan 
kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH maupun perusahaan untuk usaha lainnya selain 
PBPH. 

2. PRINSIP 2 : Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah 

a. Verifier 2.1.1.a : Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH atau RPKH) dengan 
lampiran- lampirannya. 

Nilai : Memenuhi 

Uraian singkat 
justifikasi 

: Berdasarkan hasil verifikasi dokumen menunjukkan bahwa PT Wijaya Kencana Indonesia 
telah memiliki dokumen RKUPH Perubahan Periode 2017-2026 yang telah disahkan oleh 
Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan sesuai SK No. 30 Tahun 2024 tanggal 9 Januari 2024, ditandatangani oleh Plt 
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, Agus Justianto, NIP. 196330807 198803 
1 001. 
Berdasarkan Perubahan RKUPH kegiatan yang dijalankan oleh PT Wijaya Kencana 
Indonesia berupa Multi Usaha Kehutanan yaitu pemanfaatan kayu yang tumbuh alami, 
pemanfaatan hasil hutan bukan kayu pola agroforestry dan pemanfaatan jasa lingkungan 
dengan kegiatan pemulihan lingkungan, penyimpanan dan/atau penyerapan karbon serta 
perlindungan keanekaragaman hayati 
Lampiran Peta RKUPH Periode Tahun 2017 – 2026 atas nama PT Wijaya Kencana 
Indonesia, Skala 1:50.000 yang dibuat oleh Ganisph Canhut atas nama Suwardi Register 
No. 01210006830 dan diketahui oleh Direktur Utama PT WKI Ir. H. M. Saleh Selamat serta 
disetujui oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari atas nama Menteri Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan Dr. Ir. Agus Justianto, M.Sc. NIP 19630807 1998803 1 001. 
Berdasarkan Perubahan RKUPH PT WKI merencanakan sebagai berikut : 
1) Penebangan dengan sistem silvikultur TPTI : 

a) Etat luas maksimum 9.633 Ha/10 tahun 
b) Etat volume maksimum 489.685,38 m3/10 tahun 
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c) Target volume tebangan RKT didasarkan atas hasil ITSP dengan intensitas 100% 
2) Merencanakan pemanfaatan HHBK pada Kemitraan Kehutanan dengan jenis cengkeh 

dan Pala seluas 811 Ha. 
3) Rencana Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan kegiatan perlindungan 

keanekaragaman hayati pada kawasan lindung seluas 5.168 Ha yang dilaksanakan 
pada areal LOA seluas 5.031 Ha dan penanaman non hutan seluas 137 Ha. 

4) Rencana Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan pada kegiatan pemulihan 
lingkungan dilakukan penanaman/ pengayaan pada areal seluas 268 Ha pada kawasan 
lindung. 

5) Rencana Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan pada kegiatan pemanfaatan jasa 
lingkungan berupa penyerapan dan/atau penyimpanan karbon pada seluruh areal dan 
pelestarian tumbuhan dan satwa liar disesuaikan dengan Dokumen Rancangan Aksi 
Mitigasi (DRAM) 

b. Verifier 2.1.2.a : Dokumen RKUPH/RPKH, RKTPH / RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh 
pejabat yang berwenang, meliputi : 

 Dokumen RKUPH/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/inventar isasi 
hutan dan dilaksanakan oleh tenaga profesional di bidang kehutanan 

 Dokumen RKTPH/RTT yang disusun berdasarkan RKUPH/RPKH dan disahkan oleh 
pejabat yang berwenang. 

 Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut 

Nilai : Memenuhi 

Uraian singkat 
justifikasi 

: Tersedia dokumen RKUPH Multi Usaha Kehutanan Periode 2017-2026 dan lampirannya 
yang telah disahkan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari atas nama Menteri 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai SK No. 30 Tahun 2024 tanggal 9 Januari 2024. 
Terdapat dokumen RKTPH tahun 2024 dan peta lampirannya skala 1:50.000 telah 
disahkan dengan SK No. 02/WKI/II/2024, tanggal 25 Februari 2024 dan berlaku sampai 
dengan tanggal 31 Desember 2024. Pada RKTPH tahun 2024 PT Wijaya Kencana 
Indonesia merencanakan produksi sebagai berikut : 
1) Target Murni 2024 TPTI seluas 1.041,92 Ha; 12.488 pohon volume 20.701,63 m3. 
2) Target Carry Over seluas 604,60 Ha; 6.692 pohon volume 11.042,24 m3 
PT Wijaya Kencana Indonesia telah menerbitkan dokumen RKT Tahun 2025 yang telah 
disahkan sesuai SK Nomor : SK.03/WKI/II/2025 tanggal 3 Februari 2025 berlaku sampai 
dengan tanggal 31 Desember 2025. Dokumen ini dilampiri dengan peta RKT skala 1:50.000.  
Pada RKTPH tahun 2025 PT Wijaya Kencana Indonesia merencanakan produksi dengan 
target sebagai berikut : 
1) Target Murni 2025 TPTI seluas 1.027,30 Ha; 6.371 pohon volume 19.878,19 m3; dan  
2) Target Carry Over seluas 312,18 Ha; 1.771 pohon volume 3.135,42 m3 
Terdapat dokumen RKTPH tahun 2025 Perubahan yang telah disahkan sesuai dengan SK 
No. SK.15/WKI/X/2025, tanggal 13 Oktober 2025 dan berlaku sampai dengan tanggal 31 
Desember 2025. Dokumen ini dilampiri dengan peta RKT skala 1:50.000 dan 
merencanakan produksi sebagai berikut : 
1) Target Murni 2025 seluas 1.027,30 Ha; 17.509 pohon volume 49.436,63 m3. 
2) Target Carry Over seluas 312,18 Ha; 1771 pohon volume 3.135,42 m3 
Peta lampiran RKTPH dibuat dan ditandatangani oleh GANISPH Canhut sebagai berikut : 
1) Peta Lampiran RKTPH Tahun 2024 dibuat dan ditandatangani oleh GANISPH Canhut 

atas nama Edi Triono Register No. 01230009919, Persetujuan Penugasan No. 
141123022 tanggal 22 November 2023  dan Penempatan GANISPH No. 149089660041 
tanggal 27 Februari 2023 berlaku sampai dengan 20 November 2027. 

2) Peta Lampiran RKTPH Tahun 2025 dibuat dan ditandatangani oleh GANISPH Canhut 
atas nama Ipran Mujiono Register No. 01240022018, Persetujuan Penugasan No. 
141024023 tanggal 14 Oktober  2024  dan Penempatan GANISPH No. 146410517279 
tanggal 14 Desember 2024 berlaku sampai dengan 21 Agustus  2029 

c. Verifier 2.2.1.a : Laporan Hasil Cruising (LHC) beserta lampirannya 

Nilai : Memenuhi 
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Uraian singkat 
justifikasi 

: Berdasarkan hasil telaah dokumen menunjukkan bahwa auditee telah memiliki dokumen 
laporan hasil cruising Tahun 2024 yang dibuat oleh GanisPH Perencanaan Hutan atas nama 
Edi Triono Register No. 01230009919 dengan Penugasan No. 141123022 tanggal 22 
November 2023  dan Penempatan GANISPH No. 149089660041 tanggal 27 Februari 2023 
berlaku sampai dengan 20 November 2027. 
Laporan LHC dilengkapi dengan tally sheet hasil pengukuran kegiatan cruising tahun 2024 
dan rekapitulasinya pada blok RKT maupun pada areal PWH. Terdapat peta sebaran pohon 
hasil ITSP skala 1:1.000. Rekapitulasi hasil ITSP tahun 2024 sebanyak 32.309 Batang 
Volume 71.903,97 m3. 
Terdapat pakta integritas pelaksanaan cruising RKT 2024 yang ditandatangani oleh 
GANISPH Canhut Edi Triono Register 01230009919 dan Direktur Utama PT WKI tanggal 29 
Januari 2024. 
Dokumen laporan hasil cruising Tahun 2025 yang dibuat oleh GanisPH Perencanaan Hutan 
atas nama Ipran Mujiono Register No. 01240022018, Persetujuan Penugasan No. 
141024023 tanggal 14 Oktober  2024  dan Penempatan GANISPH No. 146410517279 tanggal 
14 Desember 2024 berlaku sampai dengan 21 Agustus  2029. 
Laporan LHC dilengkapi dengan tally sheet hasil pengukuran kegiatan cruising tahun 2025 
dan rekapitulasinya pada blok RKT maupun pada areal PWH. Terdapat peta sebaran pohon 
hasil ITSP skala 1:1.000. Rekapitulasi hasil ITSP tahun 2025 sebanyak 22.266 Batang 
Volume 88.560,23 m3. 
Terdapat pakta integritas pelaksanaan cruising 2025 yang ditandatangani oleh GANISPH 
Canhut atas nama Ipran Mujiono Register No. 01240022018, Persetujuan Penugasan No. 
141024023 tanggal 14 Oktober  2024  dan Penempatan GANISPH No. 146410517279 tanggal 
14 Desember 2024 berlaku sampai dengan 21 Agustus  2029 dan Direktur  PT WKI 
tanggal 21 Januari 2025. 
Hasil observasi lapangan menunjukkan dijumpai adanya penandaan pohon dan jalur dengan 
lokasi yang sesuai pada lokasi kegiatan cruising 2025. Pohon yang akan ditebang diberi 
label ID Barcode yang dapat dibaca dengan barcode scanner.   
Hasil uji petik lapangan pada Petak O-31 RKT 2025 pada titik koordinat S 01° 32’ 55,2’’ dan E 
127° 52’ 42,1’’ dan sekitarnya dan Petak P-31 pada koordinat S 01° 32’ 34,6’ dan E 127° 52’ 
39,2’’ serta Petak Q-32 pada koordinat S 01° 32’ 05,8’’ dan E 127° 52’ 54,4’’ masih ditemukan 
adanya kesesuaian penandaan pohon dan lokasinya.  
Tanda-tanda pohon cruising di lapangan berupa pemasangan ID-Barcode pada pohon yang 
ditebang dan pencatatan dimensi pohon pada karpet kuning. Di samping itu di lapangan 
juga dijumpai adanya penandaan pohon inti yang berada di sekitar pohon yang ditebang 

d. Verifier 2.2.1.b : Peta kerja atau peta RKTPH/RTT yang dibuat dan disahkan telah mencakup areal yang 
boleh ditebang dan atau tidak boleh ditebang dan bukti implementasinya di lapangan. 

Nilai : Memenuhi 

Uraian singkat 
justifikasi 

: PT WKI telah memiliki Peta RKT Tahun 2024 dan RKT 2025 skala 1:50.000 yang telah 
tergambarkan areal yang akan ditebang dan areal yang tidak ditebang berupa Sempadan 
Sungai Tawa dan areal Kawasan Lindung serta areal KPSL. Untuk areal yang akan 
dikerjakan pada Blok RKT 2024 dan 2025 diberi tanda warna kuning yang diarsir kemudian 
untuk areal yang dilindungi diberi tanda blok warna merah. 
Hasil pemeriksaan di lapangan terhadap implementasi tanda-tanda batas kawasan lindung 
atau areal yang tidak boleh ditebang adalah sebagai berikut : 

No. Tanda Batas di 
Lapangan 

Titik Koordinat Keterangan 

1 Plang Kawasan 
Lindung Karst yang 
berbatasan dengan 
Petak Q-33 RKT 2025  

S 01° 31’ 41,6”  
E 127° 53’ 29,2”  

Signboard dari bahan kayu warna 
putih dan huruf warna merah dan 
hijau ukuran 100 cm x 20 cm dan 
terdapat rintisan dan cat batas 
pada pohon warna merah Strip 3 
sepanjang jalur 

2 Plang batas Kawasan 
Lindung Lereng E 

S 01° 33’ 06,2”  
E 127° 52’ 37,3”  

Signboard dari bahan kayu warna 
putih dan huruf warna merah dan 
hijau ukuran 100 cm x 20 cm dan 
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terdapat rintisan dan cat batas 
pada pohon warna merah Strip 3 
sepanjang jalur. 

 
 

e. Verifier 2.2.1.c : Penandaan blok tebangan/ blok RKTPH/petak RTT yang jelas di peta dan implementasinya 
di lapangan. 

Nilai : Memenuhi 

Uraian singkat 
justifikasi 

: PT WKI telah memiliki Peta RKT Tahun 2024 dan RKT 2025 skala 1:50.000 yang telah 
tergambarkan batas blok dan batas petak dengan garis warna hitam di sekeliling blok. 
Hasil pemeriksaan di lapangan terhadap implementasi tanda-tanda batas blok dan petak 
tebangan pada RKT 2024 dan 2025 menunjukkan kesesuaian antara peta dan lokasi di 
lapangan dengan penandaan yang jelas sebagai berikut : 

No Tanda Batas di 
Lapangan 

Titik Koordinat Keterangan 

1 Signboard RKT 
2025, Patok batas 
dan batas Petak 

S 01° 30’ 34,3”  
E 127° 54’ 17,9”  

Signboard dari bahan kayu warna 
putih dan huruf warna hijau 
ukuran 100 cm x 80 cm.  
Terdapat Patok batas Blok dari 
kayu ukuran 10 cm x 10 cm dicat 
warna merah dan putih dengan 
tulisan warna hitam dan rintisan 
batas dengan cat warna merah 
strip 3 sepanjang jalur 

2 Signboard RKT 
2024 CO 

S 01° 36’ 17,2”  
E 127° 58’ 23,9”  

Signboard dari bahan kayu warna 
putih dan huruf warna hijau 
ukuran 100 cm x 80 cm.  
Terdapat rintisan batas dengan 
cat warna merah strip 3 
sepanjang jalur 

3 Batas Petak S-34 
dan R-34  RKT 
2025  

S 01° 31’ 07,0”  
E 127° 53’ 57,7”  

Signboard dari bahan kayu warna 
kuning dan huruf warna hitam 
ukuran 30 cm x 10 cm. 
Terdapat penandaan batas 
berupa cat warna merah di pohon 
strip 2 sepanjang jalur 

4 Batas Petak R-34 
dan R-33  RKT 
2025  

S 01° 31’ 33,5”  
E 127° 53’ 48,9”  

Signboard dari bahan kayu warna 
kuning dan huruf warna hitam 
ukuran 30 cm x 10 cm. 
Terdapat penandaan batas 
berupa cat warna merah di pohon 
strip 2 sepanjang jalur 

5 Batas Simpangan 
Petak R-34 dan R-
33 dan Q-33 dan Q-
34 RKT 2025  

S 01° 31’ 39,4”  
E 127° 53’ 48,6”  

Terdapat penandaan batas 
berupa cat warna merah di pohon 
strip 2 sepanjang jalur dan 
penandaan silang 4 pada titik 
yang sesuai. 

6 Batas Petak R-34 
dan Q-33  RKT 
2025  

S 01° 31’ 39,5”  
E 127° 53’ 46,7”  

Signboard dari bahan kayu warna 
kuning dan huruf warna hitam 
ukuran 30 cm x 10 cm. 
Terdapat penandaan batas 
berupa cat warna merah di pohon 
strip 2 sepanjang jalur 
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f. Verifier 2.2.1.d : Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal penyiapan 
lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman. 

Nilai : Tidak Diterapkan/ Not Applicable (N/A) 

Uraian singkat 
justifikasi 

: Berdasarkan hasil telaah dokumen RKT 2024 dan 2025 diketahui bahwa PT Wijaya 
Kencana Indonesia tidak merencanakan lokasi pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada 
areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman baik berupa 
penanaman sistem silvikultur THPB maupun penanaman dengan sistem silvikultur SILIN. 
 

3. PRINSIP 3 : Keabsahan perdagangan atau pemindah-tanganan kayu bulat 

a. Verifier 3.1.1.a : Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang 

Nilai : Memenuhi 

Uraian singkat 
justifikasi 

: PBPH PT WKI telah memiliki akun SIPUHH Online dengan sarana prasarana, SDM dan 
operator yang memadai sebagai berikut :  
1) Di Basecamp atau di TPK Antara dan di TPK Hutan Km 7, PT WKI memiliki jaringan 

internet dengan memasang jaringan starlink yang dapat digunakan untuk operasional 
SIPUHH Online serta penatausahaan hasil hutan dan pelaporan lainnya. 

2) Operator SIPUHH Online tercatata atas nama Pudjianto, yang ditunjuk oleh Direktur PT 
WKI sesuai SK No. 12/KPTS-WKI/II/2022 Tanggal 14 Februari 2022, dan atas nama 
Joko Supriyono sesuai dengan SK No. SK.08/WKI/III/2025 Tanggal 10 Maret  2025,  

Lokasi TPK Hutan dan TPK Antara telah ditetapkan sebagai berikut : 
1. Lokasi TPn dan TPK Hutan tahun 2024 telah ditetapkan sesuai dengan Keputusan 

Direktur PT WKI No. SK.03/WKI/II/2024, tanggal 26 Februari  2024 yang menetapkan 
lokasi TPn pada 18 titik di masing-masing petak tebangan serta lokasi TPK Hutan pada 
4 (empat) titik di Km 11 Km 15, TPK A dan TPK B berlaku sampai dengan 31 
Desember 2024. 

2. Lokasi TPn dan TPK Hutan tahun 2025 telah ditetapkan sesuai dengan Keputusan 
Direktur PT WKI No. SK.04/WKI/II/2025, tanggal 12 Februari  2025 yang menetapkan 
lokasi TPn pada 15 titik di masing-masing petak tebangan serta lokasi TPK Hutan pada 
2 (dua) titik di Km 07 dan Km 20 berlaku sampai dengan 31 Desember 2025. 

3. Penetapan Lokasi TPK Antara Sosepe terletak di Desa Sosepe Koordinat S 010 29’ 
37,5 dan E 1270 58’ 54,5” di Desa Sosepe Kabupaten Halmahera Selatan seluas ±1 Ha 
dengan kapasitas tamping ± 10.000 m3 

PT WKI memiliki GANISPH PKB sesuai dengan dokumen GANISPH pada SIGANISHUT 
dengan penugasan dan penempatan sebagai berikut : 

No Nama Register Penugasan Penempatan Keterangan 

1 Joko Supriyono 23230017426 140525020 146455528458 P2LHP TPK 
Hutan 

2 Rian Nasir 23240022037 141024022 143711352677 P2SKSHHK 
TPK Hutan 

3 Deva Libertius 
Susanto 

23240022038 160825005 163337098423 P3KB TPK 
Antara 

4 Rian Nasir 23240022037 141024022 146940891331 P2SKSHHK 
TPK Antara 

Pada periode audit (Juni 2024 – Oktober 2025 dan saat audit 8 November 2025), PT Wijaya 
Kencana Indonesia diverifikasi telah menerbitkan buku ukur pada RKT 2024 dan Buku Ukur 
RKT 2025. Buku Ukur telah diunggah ke dalam SIPUHH dan digunakan dasar untuk 
penerbitan LHP. Penerbitan Buku Ukur selama periode audit sebanyak 26 Set Buku Ukur 
sejumlah 8.147 Batang Volume 42.158,73 m3. 
LHP telah diterbitkan oleh GANISPH Penerbit LHP atas nama Joko Supriyanto Register 
23230017426, penugasan No. 140525020 dan Penempatan No. 146455528458 sesuai dengan 
penerbitan Buku Ukur dan kayu yang diproduksi di TPK Hutan. Selama periode audit PT 
WKI telah menerbitkan LHP sebanyak 26 Set LHP sejumlah 8.147 Batang Volume 
42.158,73 m3 sebagai berikut : 
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No No LHP Kel. Jenis TOTAL 
 Btg  m3 

1 06/LHP-KB/TPTI/WKI/VI/2024 Meranti 261 1.534,94 
  19 Juni 2024 R.Camp - - 
      261 1.534,94 
2 07/LHP-KB/TPTI/WKI/VII/2024 Meranti 194 1.104,23 
  9 Juli 2024 R.Camp - - 
      194 1.104,23 
3 08/LHP-KB/TPTI/WKI/VII/2024 Meranti 256 1.331,23 
   21 Juli 2024 R.Camp - - 
      256 1.331,23 
4 09/LHP-KB/TPTI/WKI/VIII/2024 Meranti 527 2.619,13 
  19 Agustus 2024  R.Camp - - 
      527 2.619,13 
5 10/LHP-KB/TPTI/WKI/VIII/2024 Meranti 196 938,15 
   26 Agustus 2024 R.Camp - - 
      196 938,15 
6 11/LHP-KB/TPTI/WKI/IX/2024 Meranti 298 1.604,38 
   19 September 2024 R.Camp - - 
      298 1.604,38 
7 12/LHP-KB/TPTI/WKI/X/2024 Meranti 415 2.140,36 
   19 Oktober 2024 R.Camp - - 
      415 2.140,36 
8 13/LHP-KB/CO/WKI/X/2024 Meranti 171 1.021,63 
   29 Oktober 2024 R.Camp - - 
      171 1.021,63 
9 14/LHP-KB/TPTI/WKI/XI/2024 Meranti 393 2.707,74 
   05 November 2024 R.Camp - - 
      393 2.707,74 

10 15/LHP-KB/TPTI/WKI/XI/2024 Meranti 395 2.355,10 
   13 November 2024 R.Camp - - 
      395 2.355,10 
      

  

11 01/LHP-PWH/KBS/WKI/II/2025 Meranti 45 38,63 
  19 Pebruari 2025 R.Camp 22 18,96 
      67 57,59 

12 02/LHP-PWH/KBS/WKI/II/2025 Meranti 22 4,27 
  19 Pebruari 2025 R.Camp 8 0,90 
      30 5,17 

13 03/LHP-KB/CO/WKI/II/2025 Meranti 208 1.137,85 
  24 PEBRUARI 2025 R.Camp - - 
      208 1.137,85 

14 03/LHP-KB/TPTI/WKI/III/2025 Meranti 426 2.210,11 
  04 Maret 2025 R.Camp - - 
      426 2.210,11 

15 04/LHP-KB/TPTI/WKI/III/2025 Meranti 317 1.889,54 
  24 Maret 2025 R.Camp - - 
      317 1.889,54 

16 05/LHP-KB/TPTI/WKI/III/2025 Meranti 140 664,97 
  24 Maret 2025 R.Camp - - 
      140 664,97 

17 06/LHP-KB/TPTI/WKI/V/2025 Meranti 354 1.924,05 
  02 Mei 2025 R.Camp - - 
      354 1.924,05 

18 07/LHP-KB/TPTI/WKI/VI/2025 Meranti 558 3.052,89 
  02 Juni 2025 R.Camp - - 
      558 3.052,89 

19 08/LHP-KB/TPTI/WKI/VI/2025 Meranti 190 1.095,05 
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  22 Juni 2025 R.Camp - - 
      190 1.095,05 

20 09/LHP-KB/CO/WKI/VII/2025 Meranti 200 1.374,52 
  11 Juli 2025 R.Camp - - 
      200 1.374,52 

21 10/LHP-KB/TPTI/WKI/VII/2025 Meranti 88 487,72 
   12 Juli 2025 R.Camp - - 
      88 487,72 

22 11/LHP-KB/TPTI/WKI/VII/2025 Meranti 102 415,44 
   22 Juli 2025 R.Camp 7 27,61 
      109 443,05 

23 12/LHP-KB/TPTI/WKI/VIII/2025 Meranti 712 2.985,22 
   05 Agustus 2025 R.Camp 12 30,55 
      724 3.015,77 

24 13/LHP-KB/TPTI/WKI/VIII/2025 Meranti 748 3.333,80 
   19 Agustus 2025 R.Camp - - 
      748 3.333,80 

25 14/LHP-KB/TPTI/WKI/X/2025 Meranti 269 1.189,16 
   15 Oktober 2025 R.Camp - - 
      269 1.189,16 

26 15/LHP-KB/TPTI/WKI/XI/2025 Meranti 613 2.920,60 
   04 Nopember 2025 R.Camp - - 
      613 2.920,60 
    Meranti 8.098 42.080,71 
    R.Camp 49 78,02 
      8.147 42.158,73 

Hasil uji petik terhadap keberadan kayu di TPK Hutan dan di TPK Antara dan penandaannya 
dijumpai adanya kesesuaian penandaan kayu dan keberadaannya di lapangan. 

b. Verifier 3.1.2.a : Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan 
yang sah 

Nilai : Memenuhi 

Uraian singkat 
justifikasi 

: Pengangkutan Kayu PT WKI dilakukan dari TPn di Petak Tebangan menuju TPK Hutan; dan 
dari TPK Hutan menuju TPK Antara; serta dari TPK Antara menuju Industri Kayu. 
Pada rentang waktu audit (Juni 2024 s.d Oktober 2025 dan saat asudit tanggal 8 November 
2025), PT Wijaya Kencana Indonesia diverifikasi telah melakukan kegiatan pengangkutan 
kayu dan menerbitkan dokumen SKSHHK-KB sebagai berikut : 
- Penerbitan SKSHHK-KB dari TPK Hutan menuju TPK Antara sebanyak 529 Set 

SKSHHK-KB sejumlah 7.450 Batang Volume 39.257,33 m3. 
- Penerbitan SKSHHK-KB dari TP Antara menuju Industri Kayu sebanyak 20 Set 

SKSHHK-KB sejumlah 8.418 Batang Volume 45.105,06 m3. 
- Terdapat penerbitan DKDS di TPK Hutan sejumlah 97 Batang Volume 62,78 m3 sesuai 

dengan BAP DKDS No. 01/DKDS/WKI/III/2025 tanggal 11 Maret 2025. 
Keberadaan stok kayu berdasarkan dokumen LMKB adalah sebagai berikut : 

No Uraian 
TPK Hutan TPK Antara 

Btg M3 Btg M3 
1 Stok Awal - - 1.131 6.577,76 

2 Penambahan     

a LHP 8.147 42.158,73   

b Kayu dari TPK Hutan ke TPK Antara   7.450 39.257,33 

c Kayu dari TPK Antara     

3 Pengurangan     

a Kayu dari TPK Hutan ke TPK Antara 7.450 39.257,33   

b Kayu dari TPK Antara ke Industri   8.418 45.105,06 
c DKDS 97 62,76   

4 Stok Akhir 600 2.838,64   
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      163,0 730,03 

 
Berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan di TPK Antara Sosepe koordinat S 010 29’ 37,1” 
dan E 1270 58’ 53,4”  dijumpai adanya tumpukan kayu hasil produksi pada RKT 2025 dan 
dilakukan pengukuran sebanyak 100 batang dan membandingkan dengan LHP diperoleh 
hasil sebagai berikut : 
1. Jenis Kayu  :  Sesuai 
2. Perbedaan Volume :  1,99% (Berdasar LHP sebanyak 100 Batang volume 412,87 m3, 

dan hasil pengukuran sebanyak 100 Batang volume 421,26 m3, 
selisih volume pengukuran 8,39 m3 atau 1,99%) di bawah 
toleransi selisih pengukuran kayu sebesar 5%. 

Berdasarkan pada pengambilan sampling penerbitan Invoice PT WKI diketahui bahwa 
terdapat kesesuaian antara volume penjualan dengan volume penerbitan SKSHHK-KB ke 
Industri dan pengecekan pada SIPATOK terdapat invoice kepada masing-masing tujuan 
penerima kayu. 

c. Verifier 3.1.3.a : Tanda-tanda PUHH/ barcode pada hasil hutan dari pemegang PBPH atau hak pengelolaan 
dapat dilakukan lacak balak. 

Nilai : Memenuhi 

Uraian singkat 
justifikasi 

: PT WKI telah melakukan kegiatan penatausahaan kayu melalui SIPUHH dan dapat 
dijumpai penandaan kayu bulat baik pada tunggul dan bontos kayu, yaitu  : 
- Dijumpai penandaan pada tunggul yaitu label warna kuning yang berisi id barcode. 
- Dijumpai adanya penandaan kayu bulat pada bontos berupa : 

- Label ecolin warna putih yang berisi Nomor Produksi.  
- Label warna kuning yang berisi id barcode. 
- Cat warna putih yang berisi Nomor Produksi. 

Penandaan label id barcode baik pada tunggul dan bontos bisa dibaca dengan barcode 
scanner. Berdasarkan hasil uji petik lacak balak kayu diketahui bahwa kayu hasil produksi 
PT Wijaya Kencana Indonesia dapat ditelusuri asal usulnya mulai dari tunggul pada petak 
Q-33 dan R-34, dokumen LHP, dokumen SKSHHK-Hutan dan sampai dokumen SKSHHK-
Lanjutan/tujuan industri 

d. Verifier 3.2.1.a : Dokumen kode billing, DR dan/atau PSDH telah diterbitkan dan dibayar lunas.  

Nilai : Memenuhi 

Uraian singkat 
justifikasi 

: Selama periode audit diketahui bahwa dokumen Billing atas kewajiban PNBP DR dan PSDH 
dan telah sesuai dengan LHP baik dari kelompok jenis, volume dan tarif telah sesuai dengan 
peraturan yang berlaku. Billing atas kewajiban PNBP DR dan PSDH diterbitkan melalui 
sistem SIPNBP sesuai ketentuan dengan total tagihan yang diterbitkan untuk Billing DR 
sebesar US$ 202.694,23 dan Rp 7.243.480.496; serta Billing PSDH sebesar Rp 
3.408.800.030.  
Terdapat bukti kode billing yang telah dikeluarkan dari SiPNBP berdasarkan data LHP yang 
telah diupload atau dilaporkan. 
PBPH PT Wijaya Kencana Indonesia telah melakukan pembayaran atas Billing DR dan/atau 
PSDH dari  LHP RKTPH Tahun 2024 dan RKTPH Tahun 2025, sesuai dengan kode billing 
yang diterbitkan dan terdapat Bukti Penerimaan Negara berupa kode Nomor Tanda 
Penerimaan Negara (NTPN) dari SIPNBP serta terdapat bukti setor melalui Bank Mandiri.  
Adapun total pembayaran SPP/ Rincian Pembuatan Tagihan DR dan PSDH sesuai dengan 
kode billing yang diterbitkan dengan rincian sebagai berikut: 

- DR sebesar US$ 202.694,23 dan Rp 7.243.480.496,- 
- PSDH sebesar Rp 3.408.800.030,- 

Terdapat bukti kode NTPN yang telah dikeluarkan dari SIPNBP berdasarkan Kode Billing  
yang telah dibayarkan. Berdasarkan hasil pemeriksaan SiPNBP, dapat dipastikan bahwa 
pada saat pelaksanaan audit PBPH PT Wijaya Kencana Indonesia  sudah tidak memiliki 
tunggakan ataupun denda atas kewajiban pembayaran DR dan/atau PSDH. Dalam tampilan 
layer SIPUHH terlihat bahwa LHP terakhir telah LUNAS DR PSDH 

e. Verifier 3.3.1 : Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (Not Applicable untuk sertifikasi awal) 
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Nilai : Memenuhi 

Uraian singkat 
justifikasi 

: PBPH PT Wijaya Kencana Indonesia yang telah memiliki Sertifikat Pengelolaan Hutan 
Lestari (PHL) dengan Nomor 063.SPHL.017 berlaku sampai dengan 23 Juni 2030 dan 
Perjanjian Sub Lisensi penggunaan Tanda SVLK dengan  LPVI PT Trustindo Prima Karya 
No. 50/SL-SVLK/017/WKI-1/6/2024 tanggal 25 Juni 2024. 
Tanda V-legal atau Tanda SVLK telah dibubuhkan sesuai dengan ketentuan pada log kayu 
bergambar Logo V-Legal dan tanda SVLK bertuliskan “063.SPHL.017”. Dan pada saat audit 
telah menggunakan Tanda SVLK. 
ID Barcode yang dibubuhkan pada log kayu yang telah diukur bertuliskan barcode dan logo 
SVLK Indonesia Sustainable PHL-64-01-0076 

4. PRINSIP 4 : Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan 

a. Verifier 4.1.1 : Keberadaan Dokumen AMDAL dan Perubahannya 

Nilai : Memenuhi 

Uraian singkat 
justifikasi 

: PT Wijaya Kencana Indonesia telah memiliki Dokumen AMDAL yang lengkap untuk seluruh 
areal kerja (± 40.500 Ha) dan telah telah disetujui dan disahkan oleh Keputusan Gubernur 
Maluku Utara No. 249/KPTS/MU/2015 tanggal 14 Desember 2015 Tentang Kelayakan 
Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada 
Hutan Alam (IUPHHK-HA) Kecamatan Obi, Kecamatan Obi Selatan dan Kecamatan Obi 
Timur Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara oleh PT Wijaya Kencana 
Indonesia. 
Terdapat Dokumen lingkungan (AMDAL) yang lengkap pada PT Wijaya Kencana Indonesia 
yang terdiri atas : 
1. Dokumen Laporan Utama Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) 
2. Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) 
3. Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) 

b. Verifier 4.1.2.a : Keberadaan Dokumen RKL dan RPL serta perubahannya 

Nilai : Memenuhi 

Uraian singkat 
justifikasi 

: PT Wijaya Kencana Indonesia telah memiliki Dokumen RKL-RPL yang lengkap untuk 
seluruh areal kerja (± 40.500 Ha) dan telah telah disetujui dan disahkan oleh Keputusan 
Gubernur Maluku Utara No. 249/KPTS/MU/2015 tanggal 14 Desember 2015 Tentang 
Kelayakan Lingkungan Hidup Rencan Kegfiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu 
Pada Hutan Alam (IUPHHK-HA) Kecamatan Obi, Kecamatan Obi Selatan dan Kecamatan 
Obi Timur Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara oleh PT Wijaya Kencana 
Indonesia 

c. Verifier 4.1.2.b : Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik- kimia, biologi 
dan social yang sudah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai dengan matrik 

Nilai : Memenuhi 

Uraian singkat 
justifikasi 

: Terdapat dokumen Matrik Dampak Penting yang menjadi bagian dari dokumen RKL dan 
RPL yang disusun dan PT Wijaya Kencana Indonesia telah melaksanakan kegiatan 
pemantauan dan pengelolaan lingkungan seperti telah disampaikan dalam Laporan tiap 
Semester Pelaksanaan RKL - RPL yaitu Semester I dan II tahun 2024 dan Semester I tahun 
2025 sebagai berikut : 
a. Terdapat dokumen Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL untuk Semestar I Tahun 2024 
b. Terdapat dokumen Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL untuk Semestar II Tahun 2024 
c. Terdapat dokumen Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL Semester I Tahun 2025  
Laporan semester Pelaksanaan RKL dan RPL PT WKI telah disampaikan dan dilaporkan 
kepada instansi terkait yaitu Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Utara sesuai dengan 
tanda terima yang disampaikan dan  terdapat bukti penyampaian laporan kegiatan RPL dan 
RKL sesuai dengan tanda terima di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Utara tanggal 
28 Januari 2025 Surat pengantar No. 05.A/WKI/KC/I/2025 tanggal 28 Januari 2025  untuk 
Laporan Pelaksanaan RKL RPL Semester I dan II tahun 2024 dan sesuai dengan tanda 
terima di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Utara tanggal 25 Agustus 2025 Surat 
pengantar No. 11.A/WKI/KC/VIII/2025 tanggal 25 Agustus 2025 untuk Laporan RKL RPL  
Semester I tahun 2025. 
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Berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan dijumpai kegiatan pengelolaan dan pemantauan 
lingkungan yang dilakukan oleh PT Wijaya Kencana Indonesia antara lain: 

a. Pengelolaan Kawasan Lindung berupa Penandaan kawasan lindungnya. 
b. Pengamatan erosi dan curah hujan 
c. Uji analisis air dari Anak Sungai Suwedi di Blok RKT 2025 pada koordinat S 010 30’ 

57,8”; E 1270 53’ 52,8”   
d. Pemasangan papan larangan dan himbauan. 
e. Kelola sosial berupa bantuan dan CSR. 
f. Terdapat kegiatan kelola sosial yang direalisasikan berdasarkan kesepakatan dengan 

masyarakat. 
g. Terdapat pemenuhan kewajiban dan kesepakatan kesepakatan dengan masyarakat 

sekitar termasuk bantuan sosial dan perekrutan tenaga kerja lokal 

5. PRINSIP 5 : Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan 

a. Verifier 5.1.1.a : Pedoman/prosedur K3 

Nilai : Memenuhi 

Uraian singkat 
justifikasi 

: PT WKI telah memiliki dokumen identifikasi bahaya dan resiko serta tindakan pencegahan 
terkait potensi bahaya dan resiko yang timbul pada kegiatan operasional pemanfaatan hasil 
hutan kayu pada hutan alam mulai dari kegiatan cruising sampai dengan kegiatan di 
bengkel. 
Selanjutnya PT WKI telah memiliki SOP K3 yang disusun menyesuaikan dengan hasil 
identifikasi potensi bahaya dan resiko yang timbul dalam kegiatan operasional pemanfaatan 
hasil hutan kayu pada hutan alam. 
Dokumen SOP K3 PT WKI berjudul Standar Prosedur Operasi Keselamatan dan Kesehatan 
Kerja (K3) No. Dok. SO-6-09 Revisi 0 terbit tanggal 10 November 2023 dibuat oleh Deva 
Libertus S selaku Kabag Perdonalia/SDM, diperiksa oleh Rojer Lee Sulistio selaku Manager 
Camp dan disetujui oleh Edi Triono. 
Terdapat pengurus P2K3 yang bertanggungjawab atas keterlaksanaan K3 di PT WKI 
dengan penanggungjawab atas nama Rojerlee Sulistio selaku Manager Camp. 

b. Verifier 5.1.1.b : Ketersediaan peralatan K3 

Nilai : Memenuhi 

Uraian singkat 
justifikasi 

: PT Wijaya Kencana Indonesia memiliki peralatan K3 berdasarkan keperluan Keselamatan 
dan Kesehatan Kerja (K3) yang sesuai dengan jenis bahaya dan resiko, dan disajikan dalam 
daftar peralatan K3 di antaranya yaitu : 

No. Peralatan Satuan 
Bulan Kumulatif 

Lalu s/d Bulan Ini 

1 Kotak P3K Buah 8 8 

2 Topi Pengaman / Helm Buah 48 48 

3 Sarung Tangan Pasang 48 48 

4 Sepatu Boots Pasang 48 48 

5 Kacamata Pengaman (Las) Buah 3 3 

6 Masker Kotak 5 5 

7 Tabung Pemadam Api Buah 6 6 

8 Radio Komunikasi Unit 4 4 

9 Spanduk / Papan Himbauan Buah 6 6 

 
Berdasarkan pemeriksaan di lapangan dijumpai sarana dan prasarana K3 yang dimiliki oleh 
PT Wijaya Kencana Indonesia, yaitu berupa  : 

1) Peralatan Pemadam Api Kecil (APAR) yang terdapat disetiap bangunan antara lain 
Kantor; Mess Staff; Mess Karyawan; Kantin, Speedboat dll. 
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2) Tersedia APD berupa Helm, Sepatu safety, Rompi dan APD lainnya termasuk 
pelampung di speedboat. Hasil pengamatan lapangan dapat dilihat bahwa 
karyawan telah menggunakan APD tersebut. 

3) Kotak P3K tersedia dibeberapa titik dan pada kendaraan LV dan speedboat dengan 
peralatan P3K yang memadai dan cukup. 

4) Pemasangan rambu rambu keselamatan di beberapa titik rawan kecelakaan. 
5) Terdapat jalur evakuasi yang dipasang di kantor jika terdapat keadaan darurat 

c. Verifier 5.1.1.c : Catatan kecelakaan kerja dan pelaporannya 

Nilai : Memenuhi 

Uraian singkat 
justifikasi 

: Pada periode audit bulan Juni 2024 – Oktober 2025 dan saat audit  tanggal 8 November 
2025 diverifikasi terdapat laporan kejadian kecelakaan kerja berupa catatan kejadian 
kecelakaan kerja setiap bulan. 
Hasil verifikasi dokumen laporan kejadian kecelakaan kerja selama periode audit diketahui 
bahwa pada PT WKI telah tercatat kejadian kecelakaan kerja sebagai berikut : 
1) Pada tanggal 14 Oktober 2024 kejadian kecelakaan kerja atas nama Sdr. Rojikin yang 

terkena kayu, mengakibatkan badan luka dan memar dan sudah diberikan pertolongan 
serta perawatan dari puskesmas terdekat serta yang bersangkutan beristirahat selama 
1 minggu. 

2) Pada tanggal 05 April 2025 kejadian kecelakaan kerja atas nama Sdr. Hamid La Bonda  
yang jatuh ke jurang 15 meter, mengakibatkan badan luka dan memar di bagian perut 
dan pinggang dan sudah diberikan pertolongan serta perawatan serta yang 
bersangkutan beristirahat selama 3 hari. 

3) Pada tanggal 10 Septembre 2025 kejadian kecelakaan kerja atas nama Sdr. Hamid La 
Bonda yang terkena dahan kayu di bagian kaki, mengakibatkan luka dan memar di 
bagian kaki dan sudah diberikan pertolongan serta perawatan di Polindes serta yang 
bersangkutan beristirahat selama 3 hari 

Dokumen laporan catatan kecelakaan kerja telah disampaikan kepada instansi terkait yaitu 
Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Halmahera Selatan sesuai dengan 
stempel tanda terima dari instansi tersebut. 
Terdapat bukti dokumen kegiatan terkait upaya untuk menekan tingkat kecelakaan kerja di 
lapangan oleh Tim Penanggung Jawab K3 PT Wijaya Kencana Indonesia, yaitu berupa 
pembuatan SOP K3 dan sosialisasinya, briefing K3 serta pemasangan rambu di jalan untuk 
mengurangi dan mencegah kejadian kecelakaan, dan melakukan inspeksi penggunaan APD 
di lapangan dan mengevaluasi penggunaan APD pada pekerja di lapangan. 

d. Verifier 5.2.1 : Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk 
atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. 

Nilai : Memenuhi 

Uraian singkat 
justifikasi 

: Berdasarkan verifikasi dokumen diketahui bahwa di lingkungan  karyawan  PT Wijaya 
Kencana Indonesia tidak terdapat organisasi Serikat Pekerja. Karyawan PT Wijaya Kencana 
Indonesia belum membentuk serikat pekerja namun pihak Perusahaan memberikan jaminan 
akan kebebasan berserikat dan berkumpul bagi seluruh karyawannya. 
Terdapat Surat Edaran Direksi PT Wijaya Kencana Indonesia yang ditanda tangani oleh Edi 
Triono selaku Direktur dengan No. 05/WKI/TER/II/2022 tanggal 1 Februari 2022 dimana 
Direksi PT. Wijaya Kencana Indonesia rnemberikan KEBEBASAN terhadap karyawan dan 
karyawati dilingkup PBPH untuk mendirikan/ membentuk Serikat Pekerja/ Serikat Buruh. 
Hasil wawancara dengan karyawan (Irpan Mujiono-Pelaksana Operasional), maka diketahui 
bahwa Manajemen PT Wijaya Kencana Indonesia memang benar memberikan kebebasan 
berserikat kepada karyawan untuk mengikuti salah satu organisasi serikat pekerja di 
Indonesia.  Namun secara umum karyawan tidak berminat untuk membentuk serikat 
pekerja. 

e. Verifier 5.2.2 : Ketersediaan Dokumen KKB atau PP 

Nilai : Memenuhi 

Uraian singkat 
justifikasi 

: Terdapat dokumen Peraturan Perusahaan PT Wijaya Kencana Indonesia Periode Tahun 
2024-2026. Peraturan Perusahaan telah disusun berdasarkan pada Undang Undang No.13 
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Tahu* 20*3. Peraturan rerueahaan terdiri alas XIV Bab dan 63 jrasal. Dalturnen ditanda
tangani oleh Manajer Cnerasional Pi ltiiay* (encana lndonesra.

Dokurnen Per:turan Pe.lsahaan FT Wiiaya Kencana indonesia telah didatarkan kepada
Dinas Transmigrasi dar, l'anaga Kerja F.abupaten Halmahera Seiatan dan telah
mendapatkan ,engesaiannya sesuai dengan Surat Keputtsan Kepala Dinas
Transmigrasi *an -len.aga 

Kerja K,abupater H*lrnahera Selalan Nc.

56Cll2lTransnake#l,trlr4 tanggal 1$.lanuari 1024 Dokumen Peraturan Ferusahaan {PP)
PT V{ijaya {errr:ana lndoresia beriaku sejak tanggat 19 Januari 2024 sa*pai dengan 18

Januari 202fi

Verifier 5.2.3 (eberadaan pekerja ya:ig berusia kurang dari 18 tahun.

l'.lilai Memenuhi

Uraian sirykat

;ustifikasi

Ter<iapai daftar karyaw.:n yang bekerja di iingkungan PT ffiaya Kencana *dc*esia pericde

Jwi 2S25 berutra karyawan Manajerien dan Staf yang dibuat oi*h Kabag Felsonalia dan

saal ini berjumiah 7{} or*ng paCa berbagai jabalan.

Berdasaikan d.3ftar ters*nut, divei'ifikasi tidak terdapat karyawan yang nasih di bawah '18

tahun atau ma*ih di bawah umur dan karyawan termuda PT Wiiaya Ken*ana lndonesia
lercatat alas nama Kevir Hermawan dcngan jabatan Mekanik ili yang lahii di Paleran
tanggal *5 *esemi:s 2iiC6 dan bergebung dengan Pl Wijaya liencana l*danesia pada

tanggal *1 Jur-':, 2025 paca saat berusia 16 tahLrn S buian.

lerdapat k:me*uaian princatatan data tanggal lair dengan idenliias K1 P yaag bersangkutan

Berdasarkan nilai verifier yang diberikan pad6 masing-masing PRINSIP Legalitm Hasil Hutan, yaitu tidak terdapat

verifier yang diberikan nilai "Tidak Menenuhi' . maka lasil VLHH Kayu pada PT Wijaya Kencana lndanesia, dinilai

hrEl\rENUHl Standar VLHH.

5. KESIffPULAN

PBpii PT Wijaya Kencana lnd*nesia dinilai LUL US audit Penilikan Ke-1 (Kesatu) PHL dengan

- TotalilIilai Kinerja PHL mencapai7S,19o./o, ,Jan

- MEMENUHI $tandarVLHH Kayu,

atau LULU$ dengan predikat Sf*AilG

6. PENGAMBILANKEFUTU$AN

Tanggal :3Desember2025

Hasii P*ngarnbilan Keputusan :

1) PBPH PT Wrjaya Kencana indonesia riiniiai LULUS audit Penilikan Ke-1 S-PHL dengan :

- TotalNiiai Kinerja PHL mencapai 76.1?%; dan

- tulEMtNUHl StandarVLHH Kayu

2) Sertiflkat Pengelolaan Hutan Lestafi {S-PHl"} PT VY11aya Kenca*a lndonesia dapat dipertahankan

sesffai masa berlaku da* ruang iingkup serttikasinya de*gan predikat SIDANG,

10 Desember 2025

Trustind* Prin:a Karya,

7

Kurnia. IPU

Direktur

Halarnan 51dari 51

f.

r{}n


